
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR  P-34/BC/2007 

TENTANG 

TATALAKSANA REGISTRASI IMPORTIR 

 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir, perlu menetapkan Peraturan Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai tentang Tatalaksana Registrasi Importir; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi 
Importir; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan 
Tatakerja Departemen Keuangan; 

4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-14/BC/2001 tentang 
Pemblokiran Perusahaan di Bidang Kepabeanan sebagaimana diubah terakhir 
dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-09/BC/2007. 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG 
TATALAKSANA REGISTRASI IMPORTIR 
 

Pasal 1 

Dalam peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 

1. Registrasi Importir adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh importir ke 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan Nomor Identitas 
Kepabeanan. 

2. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum pemilik Angka Pengenal 
Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang mengimpor 
barang. 

3. Nomor Identitas Kepabeanan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor 
identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai kepada importir yang telah melakukan registrasi untuk mengakses atau 
berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi 
maupun secara manual. 



4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 

6. Direktorat Audit adalah Direktorat Audit Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai. 

7. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
8. Kantor Pelayanan Utama yang selanjutnya disingkat KPU adalah Kantor 

Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
9. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Kepabeanan. 

10. Surat Pemberitahuan Registrasi yang selanjutnya disingkat SPR adalah surat 
pemberitahuan telah memenuhi syarat registrasi importir yang berisi NIK. 

 

Pasal 2 

(1) Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, importir wajib melakukan
registrasi importir ke Direktorat Jenderal. 

(2) Pelaksanaan registrasi importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
pada Direktorat Audit. 

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Audit dibantu oleh Bidang Audit 
Kantor Wilayah atau KPU. 

(4) Tatakerja registrasi importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dalam Lampiran I peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 3 

(1) Untuk melakukan registrasi importir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 
(1), importir mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan mengisi 
formulir isian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II peraturan Direktur 
Jenderal ini. 

(2) Formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui situs 
resmi Direktorat Jenderal dengan alamat http://www.beacukai.go.id. 

(3) Formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data tentang: 

a.   eksistensi; 

b.   identitas pengurus dan penanggung jawab; 

c.   jenis usaha; dan 

d.   kepastian penyelenggaraan pembukuan. 

 
Pasal 4 

(1) Pejabat bea dan cukai melakukan penelitian terhadap kebenaran data 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).  

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian administrasi 
dan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan. 

 



(3) Program penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran III peraturan Direktur 
Jenderal ini. 

 
Pasal 5 

Terhadap formulir isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan 
penilaian sesuai dengan standar penilaian sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IV 
peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 6 
Registrasi importir dinyatakan memenuhi syarat apabila: 

a. eksistensi jelas dan benar; 

b. identitas pengurus dan penanggung jawab jelas dan benar; 
c. jenis usaha jelas dan benar; 

d. kepastian penyelenggaraan pembukuan yang dapat diaudit; dan 
e. hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya 

mencapai nilai sebesar 40 (empat puluh). 
 

Pasal 7 
(1) Terhadap importir yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 6 diberikan NIK yang disampaikan dalam SPR sesuai Lampiran V 
peraturan Direktur Jenderal ini. 

(2) Terhadap importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 6 diberikan pemberitahuan dengan disertai alasan yang jelas melalui 
situs resmi http://www.beacukai.go.id. 

(3) Nomor Identitas Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di 
seluruh kantor pabean. 

 

Pasal 8 
Hasil registrasi importir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) 
diberitahukan kepada importir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 
diterimanya formulir isian secara lengkap dan benar. 

 
Pasal 9 

(1) Setiap perubahan data yang terkait dengan eksistensi dan/atau identitas pengurus 
dan penanggung jawab dalam formulir isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat (3), importir yang telah mendapat NIK harus memberitahukan perubahan 
tersebut secara tertulis kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Audit 

(2) Terhadap perubahan data yang tidak terkait dengan eksistensi dan/atau identitas 
pengurus dan penanggung jawab dalam formulir isian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (3), importir yang telah mendapat NIK dapat 
memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada Direktur Jenderal u.p. 
Direktur Audit. 



 
(3) Tatakerja perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

ditetapkan dalam Lampiran VI peraturan Direktur Jenderal ini. 
 

Pasal 10 
(1) Terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat 

(2), pejabat bea dan cukai melakukan penelitian dan penilaian kembali. 
(2) Apabila hasil penelitian dan penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) telah sesuai dengan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 
ayat (1) dan ayat (2), Direktur Audit melakukan perubahan data. 

(3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyangkut 
perubahan nama perusahaan, alamat, NPWP, API/API-T dan/atau identitas 
pengurus serta penanggung jawab diberitahukan kepada importir dengan 
menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VII peraturan 
Direktur Jenderal ini. 

 
Pasal 11 

Untuk kepentingan pengawasan, terhadap importir yang telah mendapat NIK 
sewaktu-waktu dapat dilakukan penelitian kembali atas data pada formulir isian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) oleh pejabat bea dan cukai. 

 
Pasal 12 

Nomor Identitas Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat 
diblokir apabila: 

a. dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut, importir yang 
mendapat NIK tidak melakukan kegiatan impor;  

b.  hasil penelitian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 
atau hasil penelitian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
ditemukan : 
1. eksistensi tidak sesuai dengan pemberitahuan; 

2. identitas pengurus dan penanggung jawab tidak sesuai dengan 
pemberitahuan; 

3. API/APIT habis masa berlakunya; dan/atau 
4. tidak menyelenggarakan pembukuan. 

 

Pasal 13 
Nomor Identitas Kepabeanan yang diblokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
dapat diaktifkan kembali apabila : 

a. Importir yang dikenakan tindakan pemblokiran karena alasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a: 

1. dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan impor;  
2. mendapat rekomendasi dari instansi teknis terkait yang menerbitkan 

API/APIT; atau 



3. masih melakukan kegiatan usahanya berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk. 

b. Importir yang dikenakan tindakan pemblokiran karena alasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, telah memperbaiki data/dokumen. 

 
Pasal 14 

Ketentuan mengenai pemblokiran dan pengaktifan kembali NIK yang diblokir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan oleh  
Direktorat Penindakan dan Penyidikan. 

 
Pasal 15 

(1) Nomor Identitas Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
dapat dicabut apabila: 
a. importir melakukan pelanggaran ketentuan pidana menurut peraturan 

perundang-undangan tentang kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

b. dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pemblokiran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, importir tidak memperbaiki 
data/dokumen; 

c. API/APIT dicabut; 
d. importir dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan/atau 
e. diminta oleh importir yang bersangkutan. 

(2) Tindakan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan 
kepada importir dengan disertai alasan yang jelas dengan menggunakan formulir 
sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VIII peraturan Direktur Jenderal ini. 

(3) Pemberitahuan mengenai pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
diberikan tembusan kepada instansi yang menerbitkan API/APIT. 

 
Pasal 16 

Ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan registrasi importir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan bagi importir yang melakukan 
pemenuhan kewajiban pabean yang berkaitan dengan: 
a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di 

Indonesia; 
b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di 

Indonesia; 
c. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang 

kiriman; 
d. barang pindahan; 
e. barang kiriman hadiah dan hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, 

kebudayaan atau penanggulangan bencana alam;  
f. barang untuk keperluan pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor 

sendiri oleh lembaga tersebut; atau 
g. barang-barang yang mendapat persetujuan impor tanpa API/APIT dari instansi 

terkait yang menerbitkan API/APIT. 
 



Pasal 17 
Importir yang belum mendapatkan NIK, dapat dilayani pemenuhan kewajiban 
kepabeanannya untuk 1 (satu) kali pemberitahuan pabean impor setelah mendapat 
persetujuan dari kepala kantor pabean. 

 
Pasal 18 

Surat Pemberitahuan Registrasi Impor yang telah dimiliki oleh importir sebelum 
berlakunya peraturan Direktur Jenderal ini, diberlakukan sebagai NIK sesuai 
peraturan Direktur Jenderal ini. 

 
Pasal 19 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2007. 

 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 27 Nopember 2007 
 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
            ttd,-                                                

                                                                                                
ANWAR SUPRIJADI 
NIP 120050332                       

 
 



DAFTAR LAMPIRAN 

  NO. LAMPIRAN NAMA LAMPIRAN 
I TATAKERJA REGISTRASI IMPORTIR 
II FORMULIR ISIAN 
III PROGRAM PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PEMERIKSAAN LAPANGAN 
IV STANDAR PENILAIAN 
V SPR 
VI TATAKERJA PERUBAHAN DATA 
VII PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA 
VIII PEMBERITAHUAN PENCABUTAN NIK 
IX MEMO PENELITIAN ADMINISTRASI 
X SURAT PERMINTAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN (SPPL) 
XI BERITA ACARA HASIL REGISTRASI (BAHR) 

LAMPIRAN BAHR TABEL HASIL REGISTRASI 
XII SURAT TUGAS PEMERIKSAAN LAPANGAN (STPL) 
XIII LEMBAR PEMERIKSAAN LAPANGAN (LPL) 
XIV LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN (LHPL) 

LAMPIRAN LHPL BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN (BAPL) 
LAMPIRAN LHPL SURAT PERNYATAAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN 

XV SURAT PENGANTAR HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN (SPHPL) 
XVI NOTA PERUBAHAN DATA (NPD-01) 
XVII NOTA USULAN PEMERIKSAAN LAPANGAN (NUPL) 
XVIII SURAT PERMINTAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN PERUBAHAN DATA (SPPLPD) 
XIX LEMBAR PEMERIKSAAN LAPANGAN PERUBAHAN DATA (LPLPD) 
XX SURAT PENGANTAR HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PERUBAHAN DATA (SPHPLPD) 
XXI NOTA PERUBAHAN DATA (NPD-02) 
XXII BERITA ACARA PERUBAHAN DATA (BAPD) 

LAMPIRAN BAPD HASIL PERUBAHAN DATA (HPD) 
 



Lampiran I 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor  : 34/BC/2007 
Tanggal  : 27 Nopember 2007 

 
 

TATAKERJA REGISTRASI IMPORTIR 
 

1.  Importir: 
1.1. Mengajukan permohonan registrasi dengan cara mengisi dan mengirimkan formulir 

isian secara elektronik pada situs resmi Direktorat Jenderal di alamat 
http://www.beacukai.go.id. 

1.2. Menerima respon serta nomor urut sebagai tanda terima permohonan registrasi importir 
sebagaimana butir 2.3. 

1.3. Memonitor status registrasi melalui website http://www.beacukai.go.id. 

1.4. Menerima salinan SPR melalui e-mail importir dan SPR melalui Pos, apabila status 
registrasi importir dinyatakan memenuhi syarat. 

 

2.  Komputer pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai: 
2.1. Menerima data formulir isian secara elektronik dari importir sebagaimana butir 1.1. 
2.2. Melakukan validasi atas kelengkapan pengisian data formulir isian yang diterima. 

2.3. Mengirimkan respon sekaligus memberi nomor urut sebagai tanda terima secara 
elektronik kepada importir. 

2.4. Mengirimkan data formulir isian secara elektronik ke komputer Seksi Registrasi 
Kepabeanan. 

2.5. Menerima dan mengumumkan status registrasi dari Direktorat Audit sebagaimana butir 
3.1.f. 

 

3.  Direktorat Audit: 
3.1. Komputer pada Seksi Registrasi Kepabeanan: 

a. Menerima data formulir isian secara elektronik dari komputer Direktorat 
Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai sebagaimana butir 2.4. 

b. Melakukan penilaian terhadap data formulir isian: 

- Dalam hal data formulir isian memenuhi standar penilaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, data formulir isian didistribusikan ke Kantor 
Wilayah atau KPU apabila diperlukan pemeriksaan lapangan atau 
didistribusikan kepada Petugas Peneliti Administrasi apabila tidak diperlukan 
pemeriksaan lapangan. 

- Dalam hal data formulir isian tidak memenuhi standar penilaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, status registrasi dinyatakan tidak memenuhi 
syarat dengan alasan belum memenuhi standar penilaian dan diberitahukan 
kepada importir melalui situs resmi http://www.beacukai.go.id. 

c. Menerima data hasil pemeriksaan lapangan dari Kantor Wilayah atau KPU 
sebagaimana butir 4.1.b. secara elektronik dan mendistribusikannya kepada Petugas 
Peneliti Administrasi. 

d. Melakukan penilaian terhadap data formulir isian hasil penelitian administrasi 
sebagaimana butir 3.3.c. 

e. Memberi nomor agenda SPR dan NIK atau agenda penolakan permohonan 
registrasi. 



f. Mengirimkan status registrasi untuk diberitahukan kepada importir melalui situs 
resmi http://www.beacukai.go.id. berupa: 

- penolakan permohonan registrasi beserta alasannya; 

- pemeriksaan lapangan; 
- proses analisis; atau 

- memenuhi syarat. 

g. Mengirimkan salinan SPR melalui e-mail importir. 
 

3.2. Staf Seksi Registrasi Kepabeanan: 
a. Mengoperasikan sistem aplikasi administrasi komputer registrasi 

b. Mencetak konsep Surat Permintaan Pemeriksaan Lapangan (SPPL) dalam hal 
diperlukan pemeriksaan lapangan sebagaimana butir 3.1.b. dengan menggunakan 
formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran X peraturan Direktur Jenderal ini. 

c. Mengirimkan SPPL sebagaimana butir 3.5.a kepada Bidang Audit Kantor Wilayah 
atau KPU. 

d. Membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Registrasi (BAHR) dengan 
menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XI peraturan 
Direktur Jenderal ini dan mengirimkannya kepada Direktorat Penindakan dan 
Penyidikan. 

e. Mencetak SPR dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan.  

f. Mengirimkan SPR sebagaimana butir 3.6. melalui Pos kepada importir. 
g. Menatausahakan dan mengadministrasikan surat menyurat yang berkaitan dengan 

registrasi kepabeanan.  
 

3.3. Petugas Peneliti Administrasi: 
a. Menerima data formulir isian sebagaimana butir 3.1.b. atau data formulir isian dan 

data hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana butir 3.1.c. 
b. Melakukan penelitian administrasi berdasarkan Program Penelitian Administrasi. 

Dalam hal dipandang perlu, Petugas Peneliti Administrasi dapat membuat Memo 
untuk melakukan revisi karena kesalahan tulis dalam pengisian formulir isian 
berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan/atau data pendukung dengan 
menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IX peraturan 
Direktur Jenderal ini. 

c. Menuangkan hasil penelitian administrasi dan memberikan rekomendasi melalui 
komputer. 

 

3.4. Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan: 
a. Mereview rekomendasi dan hasil penelitian administrasi sebagaimana butir 3.3.c. 

melalui komputer. 
b. Memberikan paraf pada SPPL sebagaimana butir 3.2.b. 

c. Memberikan paraf pada SPR sebagaimana butir 3.2.e.  
 

3.5. Kepala Subdirektorat Perencanaan Audit: 
a. Menandatangani SPPL sebagaimana butir 3.4.b. 

b. Memberikan paraf pada SPR sebagaimana butir 3.4.c.  
 



 
3.6. Direktur Audit: 

Menandatangani SPR sebagaimana butir 3.5.b. 
 

4.  Kantor Wilayah atau KPU: 
 4.1. Komputer pada Seksi Perencanaan Audit: 

a. Menerima data formulir isian secara elektronik sebagaimana butir 3.1.b. dari 
komputer pada Seksi Registrasi Kepabeanan Direktorat Audit. 

b. Mengirimkan data hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana butir 4.3.f. secara 
elektronik ke komputer pada Seksi Registrasi Kepabeanan Direktorat Audit. 

 

4.2.  Staf Bidang Audit: 
a. Menerima SPPL sebagaimana butir 3.2.c. dan meneruskannya kepada Kepala 

Bidang Audit. 

b. Menatausahakan dan mengadministrasikan SPPL. 
 

4.3. Staf Seksi Perencanaan Audit: 
a. Menerima disposisi SPPL sebagaimana butir 4.5.a. dari Kepala Seksi Perencanaan 

Audit. 
b. Membuat konsep Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan (STPL) dengan 

menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XII peraturan 
Direktur Jenderal ini berdasarkan SPPL dan menyampaikannya kepada Kepala 
Seksi Perencanaan Audit. 

c. Mencetak Lembar Pemeriksaan Lapangan (LPL) yang berisi data formulir isian 
sebagaimana butir 4.1.a. dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan 
dalam lampiran XIII peraturan Direktur Jenderal ini.  

d. Menerima LHPL dari Petugas Pemeriksa Lapangan sebagaimana butir 4.4.e. dan 
membuat konsep Surat Pengantar Hasil Pemeriksaan Lapangan (SPHPL) dengan 
menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XV peraturan 
Direktur Jenderal ini dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Perencanaan 
Audit.  

e. Menerima LHPL dan SPHPL yang telah ditandatangani oleh Kepala Bidang Audit 
sebagaimana butir 4.6.c. 

f. Melakukan input data hasil pemeriksaan lapangan ke komputer berdasarkan LHPL 
sebagaimana butir e. 

g. Mengirimkan SPHPL kepada Kepala Subdirektorat Perencanaan Audit Direktorat 
Audit. 

h. Menatausahakan dan mengadministrasikan LHPL dan surat menyurat yang 
berkaitan dengan registrasi kepabeanan. 

i. Mengoperasikan sistem aplikasi administrasi komputer registrasi di Kantor Wilayah 
atau KPU. 

 
4.4. Petugas Pemeriksa Lapangan: 

a. Menerima STPL dari Kepala Kantor Wilayah atau KPU sebagaimana butir 4.7. dan 
LPL dari Staf Seksi Perencanaan Audit sebagaimana butir 4.3.c. 

b. Melakukan pemeriksaan lapangan sesuai Program Pemeriksaan Lapangan. 



c. Menuangkan hasil pemeriksaan lapangan dalam LPL. 
d. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL) dengan menggunakan 

formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XIV peraturan Direktur Jenderal 
ini. 

e. Menandatangani LHPL dan menyampaikannya kepada Staf Seksi Perencanaan 
Audit. 

 
4.5. Kepala Seksi Perencanaan Audit: 

a. Menerima dan mendisposisikan SPPL sebagaimana butir 4.6.a. kepada Staf Seksi 
Perencanaan Audit. 

b. Memberikan paraf pada konsep STPL sebagaimana butir 4.3.b. 
c. Mereview dan menandatangani LHPL serta memberikan paraf pada konsep SPHPL 

sebagaimana butir 4.3.d. 
 

4.6. Kepala Bidang Audit: 
a. Menerima dan mendisposisikan SPPL sebagaimana butir 4.2.a. kepada Kepala 

Seksi Perencanaan Audit. 
b. Memberikan paraf pada konsep STPL sebagaimana butir 4.5.b. 

c. Mereview dan menandatangani LHPL serta menandatangani SPHPL sebagaimana 
butir 4.5.c. 

 
4.7. Kepala Kantor Wilayah atau KPU: 

Menandatangani STPL sebagaimana butir 4.6.b. 
 

5. Direktorat Penindakan dan Penyidikan: 
5.1. Menerima BAHR sebagaimana butir 3.2.d. dari Direktorat Audit. 

5.2. Melakukan profiling importir. 
5.3. Mengirimkan hasil profiling importir kepada Direktorat Informasi Kepabeanan dan 

Cukai. 

 
6. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai: 

6.1. Menerima hasil profiling importir sebagaimana butir 5.3. dari Direktorat Penindakan dan 
Penyidikan. 

6.2. Memasukkan hasil profiling importir ke dalam sistem aplikasi pelayanan impor. 

 
 
 
 
 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
                                                                      

                                                                                        ttd,- 
 

                                                                           ANWAR SUPRIJADI 
                                                                           NIP 120050332 

 



LAMPIRAN II
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor : 34/BC/2007
Tanggal : 27 Nopember 2007

A Data Umum Perusahaan

1 Nama Perusahaan

2 NPWP

3 Alamat Perusahaan
a Kantor

Kode Pos  :
Telepon
Fax   

Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kodya :
Propinsi :

b 1 Pabrik
2 Gudang

Kode Pos  :
Telepon
Fax   

Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kodya :
Propinsi :
NPWP

1 Pabrik
2 Gudang

Kode Pos  :
Telepon
Fax       

Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kodya :
Propinsi :
NPWP

1 Pabrik
2 Gudang

Kode Pos  :
Telepon
Fax       
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kodya :
Propinsi :
NPWP

4 Status Penguasaan Tempat Usaha
a Kantor 1 Hak Guna Bangunan 2 Sewa lebih dari 5 tahun 3 Sewa antara 3 - 5 tahun

4 Sewa Kurang dari 3 Tahun 5 Hak Pakai / Hak Milik Pribadi
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b Pabrik/gudang *) 1 Hak Guna Bangunan 2 Sewa lebih dari 5 tahun 3 Sewa antara 3 - 5 tahun
4 Sewa Kurang dari 3 Tahun 5 Hak Pakai / Hak Milik Pribadi.

Pabrik/gudang *) 1 Hak Guna Bangunan 2 Sewa lebih dari 5 tahun 3 Sewa antara 3 - 5 tahun
4 Sewa Kurang dari 3 Tahun 5 Hak Pakai / Hak Milik Pribadi

Pabrik/gudang *) 1 Hak Guna Bangunan 2 Sewa lebih dari 5 tahun 3 Sewa antara 3 - 5 tahun
4 Sewa Kurang dari 3 Tahun 5 Hak Pakai / Hak Milik Pribadi

5 Bentuk Badan Usaha 1 Perusahaan Publik ( Tbk) 7 PT, Tbk
2 Perum / Persero 8 PT, Persero
3 Perseroan Terbatas (PT) 9 PT, Persero, Tbk
4 Koperasi 10 Yayasan
5 Persekutuan Komanditer (CV) 11 Lain lain 
6 Firma

a. Nomor Akte / Tahun Pendirian /
- Nama Notaris
- Kota

SK Menteri Kehakiman No :
Tanggal (ddmmyyyy)

b. Nomor Akte / Tahun Perubahan Terakhir /
- Nama Notaris
- Kota

SK Menteri Kehakiman No :
Tanggal (ddmmyyyy)

6 Status Investasi 1 PMA 2 PMDN 3 Non PMA-Non PMDN

7 Jenis Importir 1 Importir Produsen 2 Importir Umum 3 Lain-lain, sebutkan :

8 Nomor / Tanggal Dokumen Perijinan

a. 1 SIUP / IUT (ddmmyyyy)
2 TDUP /
3 TDP (ddmmyyyy)

b. API /

(ddmmyyyy)
c. NPIK /

9 Kedudukan Perusahaan
1 Sebagai Kantor Pusat
2 Sebagai Cabang

Isi Data Kantor Pusat
Alamat Kantor Pusat

Kode Pos :  
NPWP

3 Perusahaan tunggal/Berdiri sendiri

B Data Penanggung Jawab dan Pengurus

1 Pimpinan / Penanggungjawab Perusahaan
a Jabatan

1) Nama 
2) Alamat

Kode Pos :
3) NPWP
4) Kewarganegaraan
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b Jabatan
1) Nama 
2) Alamat

Kode Pos :  
3) NPWP
4) Kewarganegaraan

c Jabatan
1) Nama 
2) Alamat

Kode Pos :  
3) NPWP
4) Kewarganegaraan

d Jabatan
1) Nama 
2) Alamat

Kode Pos :  
3) NPWP
4) Kewarganegaraan

e Jabatan
1) Nama 
2) Alamat

Kode Pos :  
3) NPWP
4) Kewarganegaraan

2 Komisaris/Pemilik/Sekutu
a Jabatan

1) Nama 
2) Alamat

Kode Pos :  
3) NPWP
4) Kewarganegaraan

b Jabatan
1) Nama 
2) Alamat

Kode Pos :  
3) NPWP
4) Kewarganegaraan

c Jabatan
1) Nama 
2) Alamat

Kode Pos :  
3) NPWP
4) Kewarganegaraan

d Jabatan
1) Nama 
2) Alamat

Kode Pos :  
3) NPWP
4) Kewarganegaraan
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3 Penandatangan PIB (berdasarkan API)
a Nama

Jabatan
Alamat

Kode Pos :  

b Nama
Jabatan
Alamat

Kode Pos :  

c Nama
Jabatan
Alamat

Kode Pos :  

C Data Keuangan dan Perpajakan 

1 Posisi Keuangan Perusahaan (berdasarkan laporan keuangan pada akhir tahun buku)
a Modal Disetor Rp
b Total Aktiva Rp

c Total Hutang Rp

d Total Modal Rp

2 Rekening Bank Atas Nama Perusahaan

a Nama Bank
Nomor Rekening
Jenis Rekening 1 Giro 2 Tabungan 3 Lainnya
Jenis Valuta 1 Rupiah 2 Valuta Asing

b Nama Bank
Nomor Rekening
Jenis Rekening 1 Giro 2 Tabungan 3 Lainnya
Jenis Valuta 1 Rupiah 2 Valuta Asing

c Nama Bank
Nomor Rekening
Jenis Rekening 1 Giro 2 Tabungan 3 Lainnya
Jenis Valuta 1 Rupiah 2 Valuta Asing

3 Status Wajib Pajak 1 Pengusaha Kena Pajak (PKP) 2 Non PKP

Pengukuhan PKP No. :
Tanggal (ddmmyyyy)

4 Audit oleh DJP 1 Tiga kali atau lebih 2 Dua kali 3 Satu kali 4 Belum pernah

D Data Penyelenggaraan Pembukuan

1 Memiliki Sistem Akuntansi 1 Ya dan memiliki dokumentasi sistem (Manual Book)
2 Ya dan tidak memiliki dokumentasi sistem (Manual Book)

3 Tidak

2 Aplikasi Sistem Akuntansi 1 Manual tanpa bantuan komputer
2 Manual dengan bantuan komputer
3 Electronic Data Processing
4 Manual dan EDP
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3 Bagan Rek./Chart of Account 1 Punya 2 Tidak

4 Periode laporan keuangan 1 Bulanan 2 Tiga Bulanan 3 Empat Bulanan 4 Enam Bulanan 5 Tahunan

5 Jenis/Komponen Laporan Keuangan Laporan Laba/Rugi Laporan Perubahan Modal (Ekuitas) Neraca
Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan

6 Memiliki unit audit internal 1 Ya 2 Tidak

7 Kualifikasi Kepala Bagian / Manajer Pembukuan / Akuntansi
1 Akuntan;  Nomor Register / Tahun : /
2 Sarjana Akuntansi
3 Sarjana Lainnya
4 D III Akuntansi
5 D III Lainnya
6 SLTA
7 Lain-lain

8 Audit Akuntan Publik 1 Tidak
2 Pernah ; Nama KAP :

Opini Akuntan publik 2 audit terakhir :
Satu tahun terakhir 1 2 3 4 Keterangan Hasil Audit :
Dua tahun terakhir 1 2 3 4 1 Wajar Tanpa Pengecualian

2 Wajar Dengan Pengecualian
3 Disclaimer
4 Adverse

9 Audit oleh DJBC 1 Tiga kali atau lebih 2 Dua kali 3 Satu kali 4 Belum pernah

10 Dokumen perusahaan yang biasa digunakan dalam transaksi impor
Purchase Order
Sales Contract
Invoice
Packing List
Lain-lain, sebutkan 1

2
3

11 Cara Pembayaran Impor
Letter of Credit
Non LC melalui Pemindahbukuan
Non LC melalui Transfer Tunai
Non LC Lainnya

12 Dokumen perusahaan yang biasa digunakan dalam transaksi penjualan lokal
Order Pembelian 
Kontrak Penjualan
Faktur Penjualan
Faktur Pajak
Surat Jalan
Lain-lain, sebutkan 1

2
3
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13 Dokumen perusahaan yang biasa digunakan dalam proses produksi
Job Order / Perintah Kerja 
Material Requisition Slip / Dokumen Permintaan Bahan
Laporan Produksi
Lain-lain, sebutkan 1

2
3

14 Dokumen perusahaan yang biasa digunakan dalam transaksi  ekspor
Purchase Order
Sales Contract
Invoice
Surat Jalan
Packing List
Lain-lain, sebutkan 1

2
3

15 Struktur Organisasi Perusahaan
1 > 3 level di bawah Direktur Utama
2 3 level di bawah Direktur Utama
3 2 level di bawah Direktur Utama
4 1 level di bawah Direktur Utama
5 Lainnya

16 Komponen pembukuan / akuntansi yang dimiliki perusahaan
Jurnal Umum (General Journal)
Jurnal Pembelian
Jurnal Penjualan
Jurnal Penerimaan Kas
Jurnal Pengeluaran Kas
Buku Besar (General Ledger)
Buku Pembantu (Subsidiary Ledger) Kas dan Bank
Buku Pembantu (Subsidiary Ledger) Utang Dagang
Buku Pembantu (Subsidiary Ledger) Piutang Dagang
Buku Pembantu (Subsidiary Ledger) Persediaan
Buku Pembantu (Subsidiary Ledger) Pembelian
Buku Pembantu (Subsidiary Ledger) Penjualan
Rekonsiliasi Bank
Jurnal Penyesuaian (Adjusting Entry)
Neraca Saldo (Trial Balance)
Laporan Keuangan

17 Posting jurnal ke buku besar (General Ledger) 
1 Secara manual dan periodik
2 Secara otomatis bersamaan dengan penjurnalan
3 Secara otomatis dan periodik

18 Untuk penjurnalan transaksi pembelian, sebutkan perkiraan (account) yang didebit
1 Pembelian
2 Persediaan
3 Lainnya

19 Untuk penjurnalan transaksi penjualan, sebutkan perkiraan (account) apa saja yang dikredit
Penjualan
Persediaan
Komisi
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20 Sistem persediaan (inventory system) yang digunakan
1 Periodic/Physical
2 Perpetual

21 Dasar pencatatan transaksi perusahaan (akuntasi)
1 Akrual (accrual basis)
2 Kas (cash basis)

22 Lama pengarsipan dokumen atau bukti transaksi yang dilakukan oleh perusahaan = tahun

23 Pemeriksaan fisik (stock opname) terhadap aktiva perusahaan dilakukan
1 Harian
2 Tiap minggu
3 Tiap bulan
4 Tiap tiga bulan
5 Tiap enam bulan
6 Tiap tahun
7 Lainnya

24 Kepemilikan perusahaan
1 Terbagi atas saham-saham
2 Tidak terbagi atas saham

25 Sumber pembiayaan perusahaan
Pinjaman
Setoran dari pemilik
Penyertaan /saham
Lainnya, sebutkan :

26 Data Laporan Keuangan
Tanggal Laporan Keuangan (dd/mm/yyyy)

a Penjualan : Rp
b Penjualan bersih : Rp
c Pembelian : Rp
d Harga Pokok Produksi : Rp
e Harga Pokok Penjualan : Rp
f Laba / Rugi Kotor : Rp
g Laba / Rugi bersih setelah pajak : Rp
h Laba ditahan (retained earnings) : Rp
I Aktiva Lancar : Rp
j Aktiva Tetap : Rp
k Aktiva Lainnya : Rp
l Utang Jangka Pendek : Rp
m Utang Jangka Panjang : Rp

E Data Lainnya

1 Pemenuhan Kewajiban Kepabeanan

1 Diselesaikan sendiri 2 Dikuasakan, 3 Diselesaikan sendiri dan dikuasakan

Sebutkan PPJK Utama ;
a) Nama 
b) Alamat

c) NPWP
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2 Media yang digunakan untuk menyelesaikan PIB
1 EDI Importir 2 EDI PPJK 3 Disket 4 Manual

Jika menggunakan modul sendiri sebutkan ID No. :

3 Memiliki Ahli Kepabeanan 1 Ya ; Nama
Jabatan
No Sertifikat
Tanggal Sertifikat (ddmmyyyy)

2 Tidak

4 Apakah perusahaan anda telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 / 9002
( ddmmyyyy )

1 Tidak 2 Ya ; No. / Sertifikat /
; Sebutkan lembaga penerbitnya

5 Apakah perusahaan mendapatkan fasilitas kepabeanan
1 Tidak 2 Ya ; sebutkan

BKPM
Bintek Keuangan
Barang Perminyakan
Pembayaran Berkala
Kawasan Berikat / Gudang Berikat
Lain-lain, sebutkan :

6 Komoditi impor yang utama : (Sebutkan Uraian barang singkat dan enam digit nomor HS )

HS Enam Digit

a

b

c

d

e

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

URAIAN BARANG
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LAMPIRAN III
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor     : 34/BC/2007
Tanggal   : 27 Nopember 2007

I Melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir isian. Apabila dipandang perlu, dapat direkomendasikan untuk dilakukan
pemeriksaan lapangan.

II Dalam hal dilakukan pemeriksaan lapangan, penelitian administrasi dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil pemeriksaan lapangan dengan
data formulir isian.

III Melakukan penelitian terhadap hubungan kewajaran antara satu jawaban isian dengan jawaban isian yang lain.
IV Penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir isian dilakukan dengan penjelasan interpretasi sebagai berikut:

A
Daftar Isian Pernyataan Penjelasan Interpretasi Sumber Data

1 Nama Perusahaan Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

2 NPWP Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

3a Alamat Kantor Alamat kantor perusahaan lengkap dengan No./Blok, nama
jalan, RT/RW, kelurahan dan kecamatan, kabupaten /
kotamadya, propinsi. Nomor telepon dan fax diawali dengan
kode wilayah masing-masing. Kode pos harus diisi sesuai
dengan kode pos wilayah masing-masing.

Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

3b Alamat Pabrik / Gudang Interpretasi alamat pabrik / gudang seperti penjelasan pada
huruf A nomor 3a.

Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

4a Status Penguasaan Usaha Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

4b Status penguasaan pabrik/gudang Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

5, 5a, 5b Bentuk Badan Usaha, akte pendirian dan 
akte perubahan

Akte pendirian dan akte perubahan diisi dengan nomor dan
tahun akte serta nama notaris dan kota wilayah kerja notaris.
Akte pendirian dan akte perubahan harus sudah mendapatkan
pengesahan sebagai badan hukum dari instansi berwenang.

Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

6 Status investasi Untuk status investasi PMA / PMDN harus ada Surat
Persetujuan / Keputusan dari Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM).

Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

7 Jenis importir Untuk importir produsen harus mempunyai API-Produsen dan
mempunyai pabrik / alat produksi / rencana produksi / terdapat
proses produksi.

Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

Importir lain-lain adalah importir yang tidak termasuk importir
produsen dan importir umum, misalnya perusahaan yang
bergerak di bidang jasa, eksplorasi minyak bumi.

8 Dokumen perijinan Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

9 Kedudukan perusahaan Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

B
1 Pimpinan / Penanggung Jawab

Perusahaan
Nama dan jabatan pimpinan / penanggung jawab perusahaan
adalah nama yang tertera dalam akte / RUPS terakhir dan
kartu identitas.

Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

Alamat pimpinan / penanggung jawab lengkap dengan
No./Blok, nama jalan, RT/RW, kelurahan dan kecamatan,
kabupaten / kotamadya, propinsi. Kode pos harus diisi sesuai
dengan kode pos wilayah masing-masing.

2 Komisaris / Pemilik / Sekutu Nama, jabatan dan alamat Komisaris / Pemilik / Sekutu
perusahaan seperti penjelasan pada huruf B nomor 1.

Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

3 Penandatangan PIB Nama dan jabatan penandatangan PIB adalah yang tertera
dalam dokumen API perusahaan.

Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

Alamat penandatangan PIB seperti penjelasan pada huruf B
nomor 1.

C
1 Posisi Keuangan Perusahaan Posisi keuangan perusahaan adalah posisi data keuangan

terakhir berdasarkan neraca, meliputi jumlah modal disetor,
jumlah aktiva, jumlah hutang dan jumlah modal / ekuitas bersih
perusahaan.

Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

2 Rekening Bank atas nama Perusahaan Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

3 Status Wajib Pajak Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

4 Audit oleh DJP Audit oleh DJP adalah audit pajak (all taxes) yang telah
dilakukan oleh DJP terhadap perusahaan.

Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

D
1 Sistem Akuntansi Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 

lapangan.
2 Aplikasi Sistem Akuntansi Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 

lapangan.
3 Chart of Account Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 

lapangan.
4 Periode Laporan Keuangan Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 

lapangan.
5 Jenis / Komponen Laporan Keuangan Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 

lapangan.
6 Unit Audit Internal Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 

lapangan.
7 Kualifikasi kepala bagian / manajer

pembukuan / akuntansi
Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 

lapangan.
8 Audit Akuntan Publik Audit akuntan publik adalah audit atas laporan keuangan dalam

rangka memberikan pendapat atas kewajaran laporan
keuangan.

Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

PROGRAM PENELITIAN ADMINISTRASI

DATA UMUM PERUSAHAAN

DATA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGURUS

DATA KEUANGAN DAN PERPAJAKAN

DATA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN
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Daftar Isian Pernyataan Penjelasan Interpretasi Sumber Data
9 Audit oleh DJBC Audit oleh DJBC adalah audit kepabeanan dan cukai yang telah 

dilakukan oleh DJBC terhadap perusahaan. Audit tersebut
bukan merupakan audit khusus (misalnya audit karena
keberatan nilai pabean, dll).

Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

10 Dokumen yang biasa digunakan dalam
transaksi impor

Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

11 Cara pembayaran impor Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

12 Dokumen yang biasa digunakan dalam
transaksi penjualan lokal

Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

13 Dokumen yang biasa digunakan dalam
proses produksi

Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

14 Dokumen yang biasa digunakan dalam
transaksi ekspor

Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

15 Struktur Organisasi Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

16 Komponen Pembukuan / Akuntansi Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

17 Posting jurnal ke buku besar Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

18 Penjurnalan transaksi pembelian Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

19 Penjurnalan transaksi penjualan Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

20 Sistem persediaan Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

21 Dasar pencatatan transaksi Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

22 Lama pengarsipan dokumen Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

23 Pemeriksaan Fisik Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

24 Kepemilikan Perusahaan Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

25 Sumber Pembiayaan Perusahaan Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

26 Data Laporan Keuangan Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

E
1 Pemenuhan Kewajiban Kepabeanan Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 

lapangan.
2 Media Penyelesaian PIB Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 

lapangan.
3 Ahli Kepabeanan Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 

lapangan.

4 Sertifikat ISO yang dimiliki oleh
Perusahaan.

Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

5 Fasilitas Kepabeanan yang diperoleh
Perusahaan

Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

6 Komoditi impor utama Jelas. Formulir isian dan/atau hasil penelitian 
lapangan.

A
Daftar Isian Pernyataan Uraian Tugas Pemeriksa Pembuktian

1,2,3a Nama perusahaan, NPWP, - Surat Keterangan Domisili
Alamat kantor - Kode Pos

- Telepon dan faksimili
- NPWP
- Dokumen API

3b Alamat pabrik/gudang - Surat Keterangan Domisili
- Kode Pos
- Telepon dan faksimili
- NPWP
- Dokumen API

4a Status penguasaan kantor - Sertifikat kepemilikan
- Akte jual beli atau dokumen perolehan
  hak
- Perjanjian sewa

4b Status penguasaan pabrik/gudang - Sertifikat kepemilikan
- Akte jual beli atau dokumen perolehan
  hak
- Perjanjian sewa

5,5a,5b Bentuk Badan Usaha, akte pendirian dan - Akte pendirian
akte perubahan - Akte perubahan

- RUPS
- AD / ART
- SK Pengesahan sebagai badan hukum
  dari instansi yang berwenang

6 Status investasi - SK BKPM
- API / APIT

DATA LAIN-LAIN

PROGRAM PEMERIKSAAN LAPANGAN

DATA UMUM PERUSAHAAN

Melakukan peninjauan lokasi dan meneliti kebenaran alamat
dengan mencocokkan kebenaran nomor telepon, faksimili,
No./Blok, nama jalan, RT, RW, kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kotamadya, propinsi dan kode pos.

Melakukan peninjauan lokasi dan meneliti kebenaran alamat
dengan mencocokkan kebenaran nomor telepon, faksimili,
No./Blok, nama jalan, RT, RW, kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kotamadya, propinsi dan kode pos.

Meneliti kebenaran status penguasaan kantor dengan
mencocokkan data formulir isian dengan dokumen asli.

Meneliti kebenaran status penguasaan pabrik / gudang dengan
mencocokkan data formulir isian dengan dokumen asli.

Meneliti kebenaran bentuk badan usaha dengan mencocokkan
data formulir isian dengan dokumen asli. Untuk
perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT),
setiap akte harus mendapatkan pengesahan sebagai badan
hukum dari Menteri Hukum, sedangkan untuk perusahaan yang
berbadan hukum selain Perseroan Terbatas (PT) harus
mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari instansi
berwenang.

Meneliti kebenaran status investasi dengan mencocokkan data
formulir isian dengan dokumen asli. Untuk status investasi
PMA/ PMDN harus ada Surat Persetujuan/Keputusan dari
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Halaman 2 dari 4



Daftar Isian Pernyataan Uraian Tugas Pemeriksa Pembuktian
7 Jenis importir - SIUP

- IUT / IUI
- API / APIT

8 Dokumen perijinan - SIUP
- IUT / IUI
- TDP / TDUP
- API
- NPIK

9 Kedudukan perusahaan - Akte pendirian / perubahan
- AD / ART
- Laporan Keuangan Konsolidasi

B
1 Pimpinan / Penanggung Jawab - Surat Pernyataan Penanggung Jawab 

Perusahaan   Perusahaan
- Kartu Identitas
- NPWP
- Akte pendirian dan akte perubahan
- AD / ART
- RUPS
- Struktur Organisasi
- Daftar gaji
- SOP pengendalian intern perusahaan

2 Komisaris / Pemilik / Sekutu - Kartu Identitas
- NPWP
- Akte pendirian dan akte perubahan
- AD / ART
- RUPS

3 Penandatangan PIB - Dokumen API
- Surat kuasa direksi
- Struktur organisasi
- Daftar gaji

C
1 Posisi Keuangan Perusahaan - Neraca

- Akte pendirian dan akte perubahan
- Saldo rekening bank (modal disetor)

2 Rekening Bank atas nama Perusahaan Melakukan penelitian kebenaran rekening bank atas nama
perusahaan yang meliputi nama bank, nomor rekening, jenis
rekening dan jenis valuta dengan cara mencocokkan data
formulir isian dengan dokumen asli dan meneliti kewajaran
saldo rekening bank apakah sesuai dengan yang tercantum
dalam neraca.

Rekening Bank atas nama Perusahaan
Neraca

3 Status Wajib Pajak Melakukan penelitian kebenaran status wajib pajak dengan
cara mencocokkan data formulir isian dengan dokumen asli.
Apabila statusnya Pengusaha Kena Pajak harus ada Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

4 Audit oleh DJP Melakukan penelitian kebenaran apakah perusahaan telah
dilakukan audit oleh DJP. Audit oleh DJP adalah audit pajak
(all taxes), bukan pemeriksaan karena restitusi PPN.

Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak / Surat
Ketetapan Pajak

D
1 Sistem Akuntansi - Bagan rekening

- Flow Chart
- Manual Book

2 Aplikasi Sistem Akuntansi - Struktur organisasi yang menunjukkan
  adanya bagian PDE / IT / MIS
- Jenis aplikasi sistem akuntansi
- Manual Book

3 Bagan Rekening / Chart of Account Melakukan penelitian kebenaran ada atau tidaknya bagan
rekening / chart of account.

Bagan Rekening / chart of account

4 Periode Laporan Keuangan Melakukan penelitian kebenaran periode laporan keuangan
perusahaan dengan cara mencocokkan data formulir isian
dengan dokumen asli.

Laporan Keuangan yang diotorisasi

5 Jenis/Komponen Laporan Keuangan Melakukan penelitian kebenaran jenis/komponen laporan
keuangan perusahaan dengan cara mencocokkan data formulir
isian dengan dokumen asli.

Laporan Keuangan yang diotorisasi

6 Unit Audit Internal Melakukan penelitian kebenaran ada atau tidaknya unit audit
internal.

Struktur organisasi

7 Kualifikasi kepala bagian / manajer
pembukuan / akuntansi

Melakukan penelitian kebenaran kualifikasi kepala bagian /
manajer pembukuan / akuntansi dengan cara mencocokkan
data formulir isian dengan dokumen asli.

Ijazah

8 Audit Akuntan Publik Melakukan penelitian kebenaran pernah atau tidaknya
perusahaan dilakukan audit oleh akuntan publik. Apabila
pernah dilakukan audit oleh akuntan publik, lihat opini akuntan
publik pada audit terakhir.

Laporan hasil audit akuntan publik

9 Audit oleh DJBC - Laporan hasil audit DJBC                             
- Surat tindak lanjut hasil audit

10 Dokumen yang biasa dipakai untuk
transaksi impor

Melakukan observasi sistem transaksi impor dan contoh
dokumen impor.

Dokumen-dokumen transaksi impor

11 Cara pembayaran impor Melakukan observasi cara pembayaran impor dan contoh
dokumen pembayaran impor.

Dokumen-dokumen transaksi pembayaran 
impor

12 Dokumen untuk penjualan lokal Melakukan observasi sistem transaksi penjualan lokal dan
contoh dokumen penjualan lokal.

Dokumen-dokumen transaksi penjualan lokal

13 Dokumen untuk proses produksi Melakukan observasi sistem produksi dan contoh dokumen
produksi.

Dokumen-dokumen proses produksi

14 Dokumen untuk ekspor Melakukan observasi sistem transaksi ekspor dan contoh
dokumen ekspor.

Dokumen-dokumen transaksi ekspor

15 Struktur Organisasi - Struktur organisasi
- Daftar gaji

Meneliti kebenaran jenis importir dengan melakukan observasi
terhadap karakteristik importir. Untuk importir produsen
dibuktikan dengan adanya proses produksi / alat produksi /
rencana produksi / terdapat proses produksi.
Meneliti kebenaran dokumen perijinan dengan mencocokkan
data formulir isian dengan dokumen asli.

Meneliti kebenaran kedudukan perusahaan dengan
mencocokkan data formulir isian dengan dokumen asli.

DATA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGURUS
Melakukan penelitian kebenaran dan kejelasan pimpinan /
penanggung jawab perusahaan yang meliputi nama, alamat,
NPWP dan kewarganegaraan dengan cara mencocokkan data
formulir isian dengan dokumen asli dan meneliti apakah yang
bersangkutan memiliki hak dan wewenang sesuai dengan
jabatannya serta meneliti kewajaran latar belakang
pendidikannya.

Melakukan penelitian kebenaran dan kejelasan komisaris /
pemilik / sekutu perusahaan yang meliputi nama, alamat,
NPWP dan kewarganegaraan dengan cara mencocokkan data
formulir isian dengan dokumen asli dan meneliti apakah yang
bersangkutan memiliki hak dan wewenang sesuai dengan
jabatannya.
Melakukan penelitian kebenaran dan kejelasan penandatangan
PIB yang meliputi nama, jabatan dan alamat, dengan cara
mencocokkan data formulir isian dengan dokumen asli dan
melakukan observasi apakah yang bersangkutan merupakan
pegawai perusahaan.

DATA KEUANGAN DAN PERPAJAKAN
Melakukan penelitian kebenaran posisi keuangan perusahaan
dengan cara mencocokkan data formulir isian dengan dokumen
asli.

DATA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN
Melakukan observasi ada atau tidaknya sistem akuntansi
perusahaan.

Melakukan observasi aplikasi sistem akuntansi yang diterapkan
oleh perusahaan.

Melakukan penelitian kebenaran apakah perusahaan telah
dilakukan audit oleh DJBC. Audit oleh DJBC adalah audit
kepabeanan dan cukai yang telah dilakukan oleh DJBC
terhadap perusahaan, bukan audit khusus (misalnya audit
karena keberatan nilai pabean, dll).

Melakukan penelitian kebenaran struktur organisasi perusahaan 
dengan cara mencocokkan data formulir isian dengan dokumen
asli.

Halaman 3 dari 4



Daftar Isian Pernyataan Uraian Tugas Pemeriksa Pembuktian
16 Komponen Pembukuan / Akuntansi - Chart of Account

- Komponen Pembukuan
- Laporan Keuangan

17 Posting jurnal ke buku besar - Bagan rekening / chart of account
- Flow chart
- Manual book

18 Penjurnalan transaksi pembelian - Bagan rekening / chart of account
- Flow chart
- Manual book

19 Penjurnalan transaksi penjualan - Bagan rekening / chart of account
- Flow chart
- Manual book

20 Sistem persediaan Melakukan observasi sistem persediaan. - Bagan rekening / chart of account
- Flow chart
- Manual book

21 Dasar pencatatan transaksi Melakukan observasi dasar pencatatan transaksi. - Bagan rekening / chart of account
- Flow chart
- Manual book

22 Lama pengarsipan dokumen Melakukan observasi terhadap jangka waktu pengarsipan
dokumen.

SOP Pengendalian Internal

23 Pemeriksaan fisik - SOP Pengendalian Internal
- Laporan hasil pemeriksaan fisik

24 Kepemilikan perusahaan - Akte pendirian dan akte perubahan
- Neraca

25 Sumber pembiayaan perusahaan Melakukan observasi terhadap struktur sumber pembiayaan
perusahaan.

Akte pendirian, akte perubahan, neraca

26 Data laporan keuangan Melakukan penelitian kebenaran data laporan keuangan
perusahaan dengan cara mencocokkan data formulir isian
dengan dokumen asli.

Laporan Keuangan yang diotorisasi

E
1 Pemenuhan kewajiban kepabeanan - Dokumen PIB

- Aplikasi impor
- Surat kuasa pengurusan kepabeanan
  kepada PPJK

2 Media penyelesaian PIB - Dokumen PIB
- Aplikasi impor

3 Ahli kepabeanan - Sertifikat ahli pabean
- Struktur organisasi

4 Sertifikat ISO yang dimiliki oleh
perusahaan.

Melakukan observasi terhadap ada atau tidaknya sertifikat ISO
yang dimiliki oleh perusahaan. Apabila terdapat sertifikat ISO,
maka formulir isian wajib diisi dengan nomor, tanggal dan
lembaga penerbit sertifikat.

- Sertifikat ISO

5 Fasilitas Kepabeanan yang diperoleh
perusahaan

- Data Impor

- Keputusan fasilitas kepabeanan

6 Komoditi impor utama - SIUP / IUI
- PIB
- Laporan penerimaan barang
- Buku persediaan
- Buku Tarif Bea Masuk Indonesia

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
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Melakukan observasi komponen pembukuan / akuntansi dan
contoh komponen pembukuan.

Melakukan observasi posting transaksi dari jurnal ke buku
besar.

Melakukan observasi terhadap media penyelesaian PIB.

Melakukan penelitian kebenaran ada atau tidaknya ahli
kepabeanan. Apabila terdapat ahli kepabeanan, maka 

Melakukan observasi terhadap ada atau tidaknya fasilitas
kepabeanan yang diperoleh oleh perusahaan. Apabila
perusahaan memperoleh fasilitas kepabeanan, maka formulir
isian wajib diisi dengan jenis fasilitas kepabenan yang
diperoleh.
Melakukan observasi terhadap transaksi impor atau rencana
impor yang akan dilakukan perusahaan.

Melakukan observasi penjurnalan transaksi pembelian.

Melakukan observasi penjurnalan transaksi penjualan.

Melakukan observasi periode pemeriksaan fisik yang dilakukan
oleh perusahaan.
Melakukan observasi terhadap kepemilikan perusahaan.

DATA LAIN-LAIN
Melakukan observasi terhadap pemenuhan kewajiban
kepabeanan perusahaan. Apabila pemenuhan kewajiban
kepabeanan dikuasakan, maka formulir isian wajib diisi dengan
nama, alamat dan NPWP PPJK utama.

Halaman 4 dari 4



Lampiran IV
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor     : 34/BC/2007
Tanggal   : 27 Nopember 2007

A. Komponen yang dinilai Bobot
Keberadaan Perusahaan 29.00%
Pertanggungjawaban 28.50%
Nature of Bussiness 10.00%
Dapat diaudit 32.50%
Total 100.00%

B. Sistematika Penilaian
1 Keberadaan Perusahaan (Eksistensi)

Daftar Isian
Nilai Max. Bobot

A4 100 10.0% a Hak Guna Bangunan
b Sewa lebih dari 5 tahun
c Sewa antara 3 s.d dari 5 tahun
d Sewa kurang dari 3 tahun
e Hak Pakai / Hak Milik Pribadi

A5 100 10.0% a Perusahaan Publik (Tbk)
b Perum/Persero 
c Perseroan Terbatas (PT)
d Koperasi
e Persekutuan Komanditer/ Firma (CV/Firma)
f Lainnya

A5 100 10.0% a Umur lebih dari 10 tahun
b Umur antara 5 s.d. 10 tahun
c Umur antara 3 s.d. 5 tahun
d Umur antara 1 s.d. 3 tahun
e Umur kurang dari 1 tahun

A6 100 7.5% b PMA
c PMDN
d Swasta Nasional

A9 100 7.5% a Sebagai Pusat
b Sebagai Cabang
c Berdiri Sendiri

C1 100 10.0% a Lebih dari Rp 100 Milyar 
b Antara Rp 10 Milyar s.d. Rp 99.9 Milyar
c Antara Rp 1 Milyar  s.d. Rp 9.9 Milyar
d Antara  Rp 250 juta s.d. Rp 1 Milyar
e Di bawah Rp 250 jt

C4 100 7.5% a Tiga kali atau lebih
b Dua kali
c Sekali
d Belum Pernah

D9 100 7.5% a Tiga kali atau lebih
b Dua kali
c Sekali
d Belum Pernah

STANDAR PENILAIAN

Standar Penilaian Jawaban



Daftar Isian
Nilai Max. Bobot
Standar Penilaian Jawaban

E2 100 10.0% a Modul sendiri
b Bukan Modul Sendiri

E4 100 10.0% a Mendapatkan !SO 9001/9002
b Tidak mendapatkan ISO 9001/9002

E5 100 10.0% a Lebih dari 2 fasilitas
b Dua fasilitas
c Satu Fasilitas
d Tanpa Fasilitas

2 Pertanggungjawaban (Responsibility)

A5 100 10.0% a Perusahaan Publik (Tbk)
b Perum/Persero 
c Perseroan Terbatas (PT)
d Koperasi
e Persekutuan Komanditer/ Firma (CV/Firma)
f Lainnya

A5 100 12.5% a Umur lebih dari 10 tahun
b Umur antara 5 s.d. 10 tahun
c Umur antara 3 s.d. 5 tahun
d Umur antara 1 s.d. 3 tahun
e Umur kurang dari 1 tahun

B1 100 10.0% a NPWP Pimpinan Pers. Diisi
b NPWP Pimpinan Pers. Tidak Diisi

B4 100 7.5% a Anggota Dewan Direktur
b Manajer satu tingkat dibawah Direktur
c Manajer dua tingkat dibawah Direktur
d Pelaksana

C1 100 10.0% a Lebih dari Rp 100 Milyar 
b Antara Rp 10 Milyar s.d. Rp 99.9 Milyar
c Antara Rp 1 Milyar  s.d. Rp 9.9 Milyar
d Antara  Rp 250 juta s.d. Rp 1 Milyar
e Di bawah Rp 250 jt

C2 100 10.0% a Giro
b Tabungan

C3 100 10.0% a PKP
b Non PKP

D15 100 5.0% a Lebih dari 3 level di bawah Direksi
b Tiga level di bawah Direksi
c Dua lebel di bawah Direksi
d Kurang dari 2 level dibawah Direksi

E1 100 7.5% a Diselesaikan Sendiri
b Dikuasakan

E3 100 10.0% a Ahli kepabeanan sebagai manajer
b Ahli kepabeanan sebagai pelaksana
c tidak punya ahli kepabeanan

E4 100 7.5% a Mendapat ISO 9001/9002
b Tidak Mendapatkan ISO 9001/9002



Daftar Isian
Nilai Max. Bobot
Standar Penilaian Jawaban

3 Nature of Bussiness

A3 100 20.0% a Punya Pabrik
b Punya Pabrik dan Gudang
c Punya Gudang
d Tidak punya pabrik/gudang

A4b1 100 20.0% a Hak Guna Bangunan
b Sewa lebih dari 5 tahun
c Sewa antara 3 s.d dari 5 tahun
d Sewa kurang dari 3 tahun
e Hak Pakai / Hak Milik Pribadi
f Tidak punya pabrik/gudang

A7 100 20.0% a Importir produsen
b Importir umum

C1 100 20.0% a Lebih dari Rp 100 Milyar 
b Antara Rp 10 Milyar s.d. Rp 99.9 Milyar
c Antara Rp 1 Milyar  s.d. Rp 9.9 Milyar
d Antara  Rp 250 juta s.d. Rp 1 Milyar
e Di bawah Rp 250 jt

E5 100 20.0% a Lebih dari 2 fasilitas
b Dua fasilitas
c Satu Fasilitas
d Tanpa Fasilitas

4 Kelayakan  Diaudit (Auditability)

C2 100 5.0% a Giro
b Tabungan

C3 100 5.0% a PKP
b Non PKP

C4 100 5.0% a Tiga kali atau lebih
b Dua kali
c Sekali
d Belum Pernah

D1 100 5.0% a Ya dan memiliki dokumentasi sistem (Manual Book)
b Ya dan tidak memiliki dokumentasi sistem (Manual Book)
c Tidak memiliki sistem akuntansi

D2 100 5.0% a Electronic Data Processing
b Manual dan EDP
c Manual dengan bantuan komputer
d Manual tanpa bantuan komputer

D3 100 5.0% a Punya chart of account
b Tidak punya chart of account

D4 100 5.0% a Bulanan
b Triwulan
c Kwartalan
d Semester
e Tahunan

D5 100 5.0% a Lengkap
b Neraca , Lap. Rugi/Laba, Arus Kas
c Neraca dan Laporan Rugi Laba



Daftar Isian
Nilai Max. Bobot
Standar Penilaian Jawaban

D6 100 5.0% a Ada internal Auditor
b Tidak memiliki internal auditor

D7 100 5.0% a) Lulusan S1 Akuntansi 
b) Lulusan D3 Akuntansi /S1 Ekonomi
c) S1 Lainnya
d) Lain-lain

D8 100 5.0% a Diaudit Akuntan Publik
b Tidak Diaudit Akuntan Publik

D8 100 5.0% a) Wajar tanpa syarat
b) Wajar dengan syarat
c) Disclaimer
d) Adverse

D9 100 7.5% a Tiga kali atau lebih
b Dua kali
c Sekali
d Belum Pernah

D11 100 7.5% a Dengan L/C
b L/C dan Non L/C
c Tanpa L/C

D16 100 7.5% a Lengkap
d Buku Pokok  Saja

D22 100 5.0% a 10 tahun atau lebih
b  7 tahun atau lebih
c  5 tahun atau lebih
d Kurang dari 5 tahun

D23 100 5.0% a Minimal sebulan sekali
b Tiga Bulan sekali
c Enam Bulan Sekali
d Pertahun

E4 100 7.5% a) Mendapat ISO 9001/9002
b) Tidak Mendapatkan ISO 9001/9002

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
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Lampiran V 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : 34/BC/2007 
Tanggal : 27 Nopember 2007 

 
 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

   
Jl. Jend. A.Yani Telepon : 021-4890308 
Jakarta Indonesia-13230 Faksimili : 021-4753411 
PO BOX 108 Jakarta-10002 Website :

  
www.beacukai.go.id 

 
Nomor  :  S – …(1)… /R/BC.6/…(2)…    Jakarta, …(3)………… 
Sifat  :  Segera  
Hal  :  Pemberitahuan Registrasi 
 
Yth.  Pimpinan : …(4)… 

Alamat  : …(5)… 
Kelurahan  : …(6)… 
Kecamatan  : …(7)… 
Kabupaten/Kota : …(8)… 
Propinsi  : …(9)… 
Kode Pos : …(10)...  

 
 
Sesuai dengan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 124/PMK.04/2007 tanggal 05 Oktober 2007 tentang 
Registrasi Importir, dengan ini disampaikan bahwa : 
 
 Nama Perusahaan  : ...(11)... 
 Alamat  : ...(12)... 
 NPWP  : ...(13)... 
 API/API-T  : ...(14)... 
 
telah teregistrasi dengan Nomor Identitas Kepabeanan :  .....(15)..... 
 
 
Demikian disampaikan. 

 
Direktur Jenderal  

u.b. 
Direktur Audit 
 
 
 
 
..........(16).......... 
NIP....(17)......... 

 
 

 
 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

 
                                                 ttd,-  

 
 ANWAR SUPRIJADI 
     NIP 120050332 

 



Lampiran VI 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor  : 34/BC/2007 
Tanggal  : 27 Nopember 2007 

 
 

TATAKERJA PERUBAHAN DATA 
 

1. Importir: 
1.1. Mengajukan surat permohonan perubahan data registrasi kepada Direktur Audit dengan 

dilampiri dokumen pendukung.  
1.2. Menerima tanda terima surat permohonan perubahan data registrasi dari Staf Sub 

Bagian Tata Usaha sebagaimana butir 2.1.b. 
1.3. Menerima surat pemberitahuan perubahan data sebagaimana butir 2.2.j. dalam hal 

permohonan perubahan data registrasi disetujui. 
 

2. Direktorat Audit  
2.1. Staf Sub Bagian Tata Usaha: 

a. Menerima surat permohonan perubahan data registrasi dari importir sebagaimana 
butir 1.1.  

b. Memberikan tanda terima surat permohonan perubahan data registrasi. 
c. Menatausahakan dan mengadministrasikan surat permohonan perubahan data 

registrasi serta meneruskan surat permohonan perubahan data registrasi tersebut 
kepada Direktur Audit. 

d. Membuat konsep Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan (STPL) dengan 
menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XII peraturan 
Direktur Jenderal ini berdasarkan NUPL sebagaimana butir 2.5.c. dari Kepala 
Subdirektorat Perencanaan Audit, dalam hal pemeriksaan lapangan dilakukan oleh 
Direktorat Audit. 

e. Mengirimkan SPPLPD sebagaimana butir 2.6.b. kepada Kantor Wilayah atau KPU, 
dalam hal pemeriksaan lapangan dilakukan oleh Kantor Wilayah atau KPU. 

f. Menerima Surat Pengantar Hasil Pemeriksaan Lapangan Perubahan Data 
(SPHPLPD) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL) sebagaimana butir 
3.1.b. dari Kantor Wilayah atau KPU dan meneruskannya kepada Direktur Audit. 

 

2.2. Staf Seksi Registrasi Kepabeanan: 
a. Menerima disposisi surat permohonan perubahan data registrasi dari Kepala Seksi 

Registrasi Kepabeanan sebagaimana butir 2.3.a. 

b. Menganalisis permohonan perubahan data registrasi. 
c. Membuat konsep Nota Perubahan Data (NPD-01) dengan menggunakan formulir 

sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XVI peraturan Direktur Jenderal ini, dalam 
hal perubahan data tidak perlu dilakukan pemeriksaan lapangan. 

d. Membuat konsep Nota Usulan Pemeriksaan Lapangan (NUPL) dengan 
menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XVII peraturan 
Direktur Jenderal ini, apabila perubahan data perlu dilakukan pemeriksaan lapangan 



dan jika pemeriksaan lapangan tersebut dilakukan oleh kantor wilayah atau KPU, 
membuat konsep Surat Permintaan Pemeriksaan Lapangan Perubahan Data 
(SPPLPD) dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 
XVIII peraturan Direktur Jenderal ini .  

e. Menerima dan melaksanakan disposisi LHPL dari Kepala Seksi Registrasi 
Kepabeanan sebagaimana butir 2.3.d. 

f. Menerima disposisi SPHPLPD dan LHPL Kantor Wilayah atau KPU sebagaimana 
butir 2.3.e. dari Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan dan membuat konsep Nota 
Perubahan Data (NPD-02) dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan 
dalam lampiran XXI peraturan Direktur Jenderal ini. 

g. Melakukan perubahan data pada komputer berdasarkan NPD-01 atau NPD-02  
sebagaimana butir 2.5.b. atau berdasarkan LHPL sebagaimana butir e. 

h. Membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Perubahan Data (BAPD) dengan 
menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XXII peraturan 
Direktur Jenderal ini, serta mengirimkannya kepada Direktorat Penindakan dan 
Penyidikan. 

i. Mencetak konsep Surat Pemberitahuan Perubahan Data (SPPD) dengan 
menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VII peraturan 
Direktur Jenderal ini dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Registrasi 
Kepabeanan. 

j. Mengirimkan SPPD sebagaimana butir 2.6.e. kepada importir. 
 

2.3. Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan: 
a. Menerima dan mendisposisikan permohonan perubahan data registrasi kepada Staf 

Seksi Registrasi Kepabeanan berdasarkan disposisi Kepala Subdirektorat 
Perencanaan Audit sebagaimana butir 2.5.a. 

b. Mereview dan menandatangani NPD-01 sebagaimana butir 2.2.c. atau NPD-02 
sebagaimana butir 2.2.f. 

c. Mereview dan memberikan paraf pada NUPL. Dalam hal pemeriksaan lapangan 
dilakukan oleh Kantor Wilayah atau KPU, memberikan paraf pada SPPLPD 
sebagaimana butir 2.2.d. 

d. Menerima dan mendisposisikan LHPL sebagaimana butir 2.5.e. kepada Staf Seksi 
Registrasi Kepabeanan. 

e. Menerima dan mendisposisikan SPHPLPD dan LHPL Kantor Wilayah atau KPU 
sebagaimana butir 2.5.f. kepada  Staf Seksi Registrasi Kepabeanan. 

f. Memberikan paraf pada SPPD sebagaimana butir 2.2.i. 

 
2.4.   Kepala Seksi Perencanaan Audit Impor: 

a. Memberikan paraf pada konsep STPL sebagaimana butir 2.1.d.  
b. Mereview dan menandatangani LHPL sebagaimana butir 2.7.e. serta 

menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat Perencanaan Audit. 
  

 



 

2.5. Kepala Subdirektorat Perencanaan Audit: 
a. Menerima dan mendisposisikan permohonan perubahan data registrasi kepada 

Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan berdasarkan disposisi Direktur Audit 
sebagaimana butir 2.6.a. 

b. Mereview dan menandatangani NPD-01 atau NPD-02 sebagaimana butir 2.3.b. 

c. Mereview dan menandatangani NUPL. Dalam hal pemeriksaan lapangan dilakukan 
oleh Kantor Wilayah atau KPU, memberikan paraf pada SPPLPD sebagaimana 
butir 2.3.c. 

d. Memberikan paraf pada konsep STPL sebagaimana butir 2.4.a. 

e. Mereview dan menandatangani LHPL sebagaimana butir 2.4.b. serta 
mendisposisikan kepada Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan. 

f. Menerima dan mendisposisikan SPHPLPD dan LHPL Kantor Wilayah atau KPU 
sebagaimana butir 2.6.d. kepada  Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan. 

g. Memberikan paraf pada SPPD sebagaimana butir 2.3.f. 
 

2.6. Direktur Audit: 
a. Menerima dan mendisposisikan permohonan perubahan data registrasi kepada 

Kepala Subdirektorat Perencanaan Audit berdasarkan surat permohonan 
sebagaimana butir 2.1.c. 

b. Menandatangani SPPLPD berdasarkan NUPL dari Kepala Subdirektorat 
Perencanaan Audit sebagaimana butir 2.5.c. 

c. Menandatangani STPL sebagaimana butir 2.5.d. 
d. Menerima dan mendisposisikan SPHPLPD dan LHPL Kantor Wilayah atau KPU 

sebagaimana butir 2.1.f. kepada Kepala Subdirektorat Perencanaan Audit. 
e. Menandatangani SPPD sebagaimana butir 2.5.g. 

 

2.7. Petugas Pemeriksa Lapangan: 
a. Menerima STPL sebagaimana butir 2.6.c. dari Direktur Audit. 
b. Melakukan pemeriksaan lapangan sesuai dengan Program Pemeriksaan Lapangan. 

c. Menuangkan hasil pemeriksaan lapangan dalam Lembar Pemeriksaan Lapangan 
Perubahan Data (LPLPD) dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan 
dalam lampiran XIX peraturan Direktur Jenderal ini. 

d. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL) dengan menggunakan 
formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XIV peraturan Direktur Jenderal 
ini. 

e. Menandatangani LHPL dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Perencanaan 
Audit Impor. 

 
 

 



 

3. Kantor Wilayah atau KPU 

3.1.  Staf Sub Bagian Tata Usaha: 
a. Menerima SPPLPD dari Direktorat Audit sebagaimana butir 2.1.e. dan 

meneruskannya kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU. 
b. Mengirimkan SPHPLPD sebagaimana butir 3.5.c. beserta LHPL sebagaimana butir 

3.4.c. kepada Direktorat Audit. 
c. Menatausahakan dan mengadministrasikan SPHPLPD. 

 

3.2.  Staf Kepala Seksi Perencanaan Audit: 
a. Menerima disposisi SPPLPD dari Kepala Seksi Perencanaan Audit sebagaimana 

butir 3.3.a. 

b. Membuat konsep Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan (STPL) dengan 
menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XII peraturan 
Direktur Jenderal ini berdasarkan disposisi SPPLPD dan menyampaikannya kepada 
Kepala Seksi Perencanaan Audit. 

c. Menatausahakan dan mengadministrasikan SPPLPD. 
d. Menerima LHPL dari Petugas pemeriksa lapangan sebagaimana butir 3.6.e. dan 

membuat konsep Surat Pengantar Hasil Pemeriksaan Lapangan Perubahan Data 
(SPHPLPD) dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam 
lampiran XX peraturan Direktur Jenderal ini serta menyampaikannya kepada 
Kepala Seksi Perencanaan Audit. 

e. Menatausahakan dan mengadministrasikan LHPL. 
 

3.3. Kepala Seksi Perencanaan Audit: 
a. Menerima dan mendisposisikan SPPLPD sebagaimana butir 3.4.a. kepada Staf 

Seksi Perencanaan Audit. 
b. Memberikan paraf pada konsep STPL sebagaimana butir 3.2.b. 

c. Mereview dan menandatangani LHPL serta memberikan paraf pada konsep 
SPHPLPD sebagaimana butir 3.2.d. 

 

3.4. Kepala Bidang Audit: 
a. Menerima dan mendisposisikan SPPLPD sebagaimana butir 3.5.a. kepada Kepala 

Seksi Perencanaan Audit. 

b. Memberikan paraf pada konsep STPL sebagaimana butir 3.3.b. 
c. Mereview dan menandatangani LHPL serta memberikan paraf pada konsep 

SPHPLPD sebagaimana butir 3.3.c. 

 
 
 



 
3.5. Kepala Kantor Wilayah atau KPU: 

a. Menerima dan mendisposisikan SPPLPD sebagaimana butir 3.1.a. kepada Kepala 
Bidang Audit. 

b. Menandatangani STPL sebagaimana butir 3.4.b. 
c. Menandatangani SPHPLPD sebagaimana butir 3.4.c. 

 

3.6. Petugas Pemeriksa Lapangan: 
a. Menerima STPL sebagaimana butir 3.5.b. dari Kepala Kantor Wilayah atau KPU. 
b. Melakukan pemeriksaan lapangan sesuai dengan Program Pemeriksaan Lapangan. 

c. Menuangkan hasil pemeriksaan lapangan dalam Lembar Pemeriksaan Lapangan 
Perubahan Data (LPLPD) dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan 
dalam lampiran XIX peraturan Direktur Jenderal ini. 

d. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL) dengan menggunakan 
formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XIV peraturan Direktur Jenderal 
ini. 

e. Menandatangani LHPL dan menyampaikannya kepada Staf Seksi Perencanaan 
Audit. 

 

4. Direktorat Penindakan dan Penyidikan: 
4.1.  Menerima BAPD sebagaimana butir 2.2.h. dari Direktorat Audit.  
4.2.  Melakukan profiling importir. 

4.3. Mengirimkan hasil profiling importir kepada Direktorat Informasi Kepabeanan dan 
Cukai. 

 

5. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai: 
5.1. Menerima hasil profiling importir dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan. 
5.2. Memasukkan hasil profiling importir ke dalam sistem aplikasi pelayanan impor. 

 
                                           

 
 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

                                                                                        
 ttd,- 

 
 ANWAR SUPRIJADI 
   NIP 120050332 



Lampiran VII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : 34/BC/2007 
Tanggal : 27 Nopember 2007 

 
 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

   
Jl. Jend. A.Yani Telepon : 021-4890308 
Jakarta Indonesia-13230 Faksimili : 021-4753411 
PO BOX 108 Jakarta-10002 Website :

  
www.beacukai.go.id 

 
Nomor  :  S – …(1)… /PD/BC.6/…(2)…    Jakarta, …(3)………… 
Sifat  :  Segera  
Hal  :  Pemberitahuan Perubahan Data 
 
Yth.  Pimpinan : …(4)… 

Alamat  : …(5)… 
Kelurahan  : …(6)… 
Kecamatan  : …(7)… 
Kabupaten/Kota : …(8)… 
Propinsi  : …(9)… 
Kode Pos : …(10)...  

 
 
Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor: 124/PMK.04/2007 tanggal 05 Oktober 2007 tentang 
Registrasi Importir, dengan ini telah dilakukan perubahan data terhadap importir dengan 
Nomor Identitas Kepabeanan:…(11)…menjadi sebagai berikut: 
 
 

No Data Lama (12) Baru (13) 
1. Nama Perusahaan   
2. Alamat   
3. NPWP   
4. No. API/API-T   
5. Tgl. API/API-T   
6. Nama Pengurus / 

Penanggung 
Jawab 

  

  
Surat pemberitahuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat 

Pemberitahuan Registrasi nomor: …(14)…tanggal…(15)… 
Demikian disampaikan untuk dimaklumi. 

 
 
Direktur Jenderal  

u.b. 
Direktur Audit 
 
 
...........(16).........  
NIP........(17)..... 

 
 
 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

    ttd,- 
                                                   

 ANWAR SUPRIJADI 
     NIP 120050332 

 



Lampiran VIII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor  : 34/BC/2007 
Tanggal : 27 Nopember 2007 
 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

 
Jl. Jend. A.Yani Telepon : +62 21 4890308 ext. 16/617 
Jakarta-13230 Faximile : +62 21 4753411 
Kotak Pos 108 Jakarta-10002 Website :  www.beacukai.go.id 
 

  
Nomor  :  S -…(1) /CR/BC.6/…(2)                   Jakarta,…(3)… 
Sifat  :  Segera  
Hal  :  Pencabutan Nomor Identitas Kepabeanan 
 
Yth.  Pimpinan : …(4)… 

Alamat  : …(5)… 
Kelurahan  : …(6)… 
Kecamatan  : …(7)… 
Kabupaten  : …(8)… 
Propinsi  : …(9)… 
Kode Pos : …(10)… 

 

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor: 124/PMK.04/2007 tanggal 05 Oktober 2007 tentang Registrasi 
Importir, dengan ini dinyatakan bahwa : 
  
 Nomor Identitas Kepabeanan  : …(11)… 
 
 Atas nama : 
 Perusahaan    : ...(12)... 
 Alamat    : ...(13)... 
 NPWP    : ...(14)... 
 API/API-T    : ...(15)... 
   
dicabut sejak tanggal …(16)… 
dengan alasan: …(17)… 
 
 

Demikian disampaikan untuk dimaklumi. 

Direktur Jenderal 
            u.b. 
Direktur Audit 
 
 
 

……….(18)…… 
NIP …..(19)…… 

Tembusan : 
………(20)……… 

 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

 ttd,- 

 
 
ANWAR SUPRIJADI 
NIP 120050332  

 



Lampiran IX 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : 34/BC/2007 
Tanggal : 27 Nopember 2007 
 

MEMO PENELITIAN ADMINISTRASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

  ttd,- 

 

ANWAR SUPRIJADI 
NIP 120050332 

Nomor   : …(1)… 

Tanggal  : …(2)… 

Analis   : …(3)… 

Nama Perusahaan : …(4)… 

NPWP   : …(5)… 

Nomor ID  : …(6)… 

Masalah:  …(7)… 

 

Pendapat Petugas Peneliti Administrasi: …(8)… 

 

 

 

       Paraf: …(9)… 

Pendapat Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan: …(10)… 

 

 

 

       Paraf: …(11)… 



Lampiran X 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : 34/BC/2007 
Tanggal : 27 Nopember 2007 

 
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 
DIREKTORAT AUDIT 

Jl. Jend. A.Yani Telepon : 4890308  
Jakarta-13230 Faksimili : 4753411 
Kotak Pos 108 Jakarta-10002 Website : www.beacukai.go.id 

  

SURAT PERMINTAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN 
Nomor : SPPL– …(1)…/...(2).../…(3)... 

 
Kepada  Yth. Kepala Bidang Audit       …(4)... 
...(5)... 
di tempat 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir, 
dengan ini kami sampaikan data perusahaan untuk dilakukan pemeriksaan lapangan sebagai berikut: 

 No 
Nama Perusahaan/ 

NPWP Jumlah Keterangan 

…(6)… ……(7)…… ……(8)…… Disampaikan dengan hormat kepada 
Saudara untuk dilakukan pemeriksaan 
lapangan yang meliputi: kejelasan dan 
kebenaran alamat, kejelasan dan kebenaran 
identitas pengurus dan penanggung jawab, 
kejelasan dan kebenaran jenis usaha, dan 
kepastian penyelenggaraan pembukuan 
yang dapat diaudit. 

 
 
Kasubdit Perencanaan Audit 
 
 
……….…(9)….… 
NIP. ……(10)…… 
 

 
 
Tembusan: 
……(11)…… 
 
 

 
 
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
 
 ttd,- 
 
 
ANWAR SUPRIJADI 
NIP 120050332 

 



Lampiran XI 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : 34/BC/2007 
Tanggal : 27 Nopember 2007 

 
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 
DIREKTORAT AUDIT 

Jl. Jend. A.Yani Telepon : 4890308  
Jakarta-13230 Faksimili : 4753411 
Kotak Pos 108 Jakarta-10002 Website :  www.beacukai.go.id 

 
  

 
BERITA ACARA SERAH TERIMA 

HASIL REGISTRASI (BAHR) 
Nomor: BA- …(1)… /BAHR/…(2)... 

 

Pada hari ini,…(3)… tanggal ...(4)… bulan …(5)… tahun …(6)…, telah diserahkan data 

perusahaan yang telah memenuhi syarat registrasi importir kepada Direktorat Penindakan dan 

Penyidikan dengan nomor agenda …(7)… sebagaimana terlampir 

Demikian Berita Acara ini dibuat. 

 

 

Yang Menerima Yang Menyerahkan 

 

 
 
………(8)…….. ………(10)………… 
NIP …(9)…….. NIP ….(11)………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
 
  ttd,- 
 
 
 
ANWAR SUPRIJADI 
NIP 120050332 

 



Lampiran XII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : 
Tanggal : 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

…….(1)……. 
 

 Telepon :  
……(2)..… Faksmili :  
 Website :  www.beacukai.go.id 

 
  

SURAT TUGAS PEMERIKSAAN LAPANGAN 
Nomor: ST- ...(3).... /....(4)...../...(5).... 

 
Sehubungan dengan pelaksanaan registrasi importir berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor: 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir, dengan ini kami pejabat yang 
bertanda tangan di bawah ini memberi tugas kepada: 

1. Nama  : .....(6)................. 
NIP  : .....(7)................. 
Pangkat/Gol  : .....(8)................. 

2. Nama  : .....(6)................. 
NIP  : .....(7)................. 
Pangkat/Gol : .....(8)................. 

Untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap: 

Nama Perusahaan : .....(9).............. 
NPWP : ....(10)............. 
Alamat Kantor : ....(11)............. 
Waktu : .....(12)............ 

Semua informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan lapangan merupakan rahasia 
jabatan. 

Setelah tugas selesai dilaksanakan agar menyampaikan laporan kepada .....(13)...... 

Kepada yang berwajib/berwenang/terkait diminta bantuan seperlunya. 
 

Dikeluarkan di .....(14) ....... 
pada tanggal .........(15)....... 
 
Direktur Jenderal 
 u.b. 
.........(16)...................... 
 
 
 
 
.........(17)...................... 
NIP ..(18)...................... 

Tembusan: 
1. ......(19)....... 
2. Pimpinan .....(20)....... 

 
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
 
 
 
 
 
ANWAR SUPRIJADI 
NIP 120050332 

 



Lampiran XIII
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor : 34/BC/2007
Tanggal : 27 Nopember 2007

1. KANTOR

Nama Perusahaan

NPWP
(ddmmyyyy)

API /

Alamat Perusahaan

Kode Pos  :
Telepon
Fax   

Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kodya :
Propinsi :

Status Penguasaan 1 Hak Guna Bangunan 2 Sewa Lebih dari 5 Tahun 3 Sewa antara 3 - 5 Tahun
4 Sewa Kurang dari 3 Tahun 5 Hak Pakai / Hak Milik Pribadi

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

2. PABRIK/GUDANG
a. Alamat Pabrik/Gudang

Kode Pos  :
Telepon
Fax   

Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kodya :
Propinsi :
NPWP

Status Penguasaan 1 Hak Guna Bangunan 2 Sewa Lebih dari 5 Tahun 3 Sewa antara 3 - 5 Tahun
4 Sewa Kurang dari 3 Tahun 5 Hak Pakai / Hak Milik Pribadi

b. Alamat Pabrik/Gudang

Kode Pos  :
Telepon
Fax       

Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kodya :
Propinsi :
NPWP

Status Penguasaan 1 Hak Guna Bangunan 2 Sewa Lebih dari 5 Tahun 3 Sewa antara 3 - 5 Tahun
4 Sewa Kurang dari 3 Tahun 5 Hak Pakai / Hak Milik Pribadi

c. Alamat Pabrik/Gudang

Kode Pos  :
Telepon
Fax       

Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kodya :
Propinsi :
NPWP

Status Penguasaan 1 Hak Guna Bangunan 2 Sewa Lebih dari 5 Tahun 3 Sewa antara 3 - 5 Tahun
4 Sewa Kurang dari 3 Tahun 5 Hak Pakai/Hak Milik Pribadi

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

LEMBAR PEMERIKSAAN LAPANGAN

Halaman 1 dari 9



3. Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan

a. Jabatan
Nama 
Alamat

Kode Pos :
NPWP
Kewarganegaraan

b. Jabatan
Nama 
Alamat

Kode Pos :  
NPWP
Kewarganegaraan

c. Jabatan
Nama 
Alamat

Kode Pos :  
NPWP
Kewarganegaraan

d. Jabatan
Nama 
Alamat

Kode Pos :  
NPWP
Kewarganegaraan

e. Jabatan
Nama 
Alamat

Kode Pos :  
NPWP
Kewarganegaraan

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

4. Komisaris/Pemilik/Sekutu

a. Jabatan
Nama 
Alamat

Kode Pos :  
NPWP
Kewarganegaraan

b. Jabatan
Nama 
Alamat

Kode Pos :  
NPWP
Kewarganegaraan

c. Jabatan
Nama 
Alamat

Kode Pos :  
NPWP

Kewarganegaraan

d. Jabatan
Nama 
Alamat

Kode Pos :  
NPWP

Kewarganegaraan

Halaman 2 dari 9



e. Jabatan
Nama 
Alamat

Kode Pos :  
NPWP
Kewarganegaraan

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

5. Penandatangan PIB (berdasarkan API)

Penandatangan PIB (berdasarkan API)
a Nama

Jabatan
Alamat

Kode Pos :  

b Nama
Jabatan
Alamat

Kode Pos :  

c Nama
Jabatan
Alamat

Kode Pos :  

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

6. Bentuk Badan Usaha

Bentuk Badan Usaha 1 Perusahaan Publik ( Tbk) 7 PT, Tbk
2 Perum / Persero 8 PT, Persero
3 Perseroan Terbatas (PT) 9 PT, Persero, Tbk
4 Koperasi 10 Yayasan
5 Persekutuan Komanditer (CV) 11 Lain lain 
6 Firma

a. Nomor Akte / Tahun Pendirian /
- Nama Notaris
- Kota

SK Menteri Kehakiman No :
Tanggal (ddmmyyyy)

b. Nomor Akte / Tahun Perubahan Terakhir /
- Nama Notaris
- Kota

SK Menteri Kehakiman No :
Tanggal (ddmmyyyy)

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

7. Status Investasi

Status Investasi 1 PMA 2 PMDN 3 Non PMA-Non PMDN

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

8. Jenis Importir

Jenis Importir 1 Importir Produsen 2 Importir Umum 3 Lain-lain, sebutkan :

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

Halaman 3 dari 9



9. Nomor / Tanggal Dokumen Perijinan

a. SIUP/IUT/TDP /

b. API /

c. NPIK /

Sesuai Alasan

Tidak Sesuai

10. Kedudukan Perusahaan
Kedudukan Perusahaan 1 Sebagai Kantor Pusat

2 Sebagai Cabang
Alamat Kantor Pusat

Kode Pos :  
NPWP

3 Perusahaan tunggal/Berdiri sendiri

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

11. Posisi Keuangan Perusahaan
Posisi Keuangan Perusahaan (berdasarkan laporan keuangan pada akhir tahun buku)
a. Modal Disetor Rp
b. Total Aktiva Rp

c. Total Hutang Rp

d. Total Modal Rp

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

12. Rekening Bank Atas Nama Perusahaan
a. Nama Bank

Nomor Rekening
Jenis Rekening 1 Giro 2 Tabungan 3 Lainnya
Jenis Valuta 1 Rupiah 2 Valuta Asing

b. Nama Bank
Nomor Rekening
Jenis Rekening 1 Giro 2 Tabungan 3 Lainnya
Jenis Valuta 1 Rupiah 2 Valuta Asing

c. Nama Bank
Nomor Rekening
Jenis Rekening 1 Giro 2 Tabungan 3 Lainnya
Jenis Valuta 1 Rupiah 2 Valuta Asing

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

13. Status Wajib Pajak
Status Wajib Pajak 1 Pengusaha Kena Pajak (PKP) 2 Non PKP

Pengukuhan PKP No. :
Tanggal (ddmmyyyy)

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

14. Audit oleh DJP
Audit oleh DJP 1 Tiga kali atau Lebih 2 Dua kali 3 Satu kali 4 Belum Pernah

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai
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15. Sistem Akuntansi
Memiliki Sistem Akuntansi 1 Ya dan Memiliki Dokumentasi Sistem (Manual Book)

2 Ya dan Tidak Memiliki Dokumentasi Sistem (Manual Book)

3 Tidak

Aplikasi Sistem Akuntansi 1 Manual Tanpa Bantuan Komputer
2 Manual dengan Bantuan Komputer
3 Electronic Data Processing
4 Manual dan EDP

Bagan Rek./Chart of Account 1 Punya 2 Tidak

Periode laporan keuangan 1 Bulanan 2 Tiga Bulanan 3 Empat Bulanan 4 Enam Bulanan 5 Tahunan

Jenis/Komponen Laporan Keuangan
Laporan Laba/Rugi Laporan Perubahan Modal (Ekuitas) Neraca
Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan

Audit Internal 1 Ya 2 Tidak

Kepala Bagian / Manajer Pembukuan / Akuntansi
1 Akuntan;  Nomor Register / Tahun : /
2 Sarjana Akuntansi
3 Sarjana Lainnya
4 D III Akuntansi
5 D III Lainnya
6 SLTA
7 Lain-lain

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

16. Audit Akuntan Publik
Audit Akuntan Publik 1 Tidak

2 Pernah ; Nama KAP :

Opini Akuntan publik 2 audit terakhir :
Satu Tahun Terakhir 1 2 3 4 Keterangan Hasil Audit :
Dua Tahun Terakhir 1 2 3 4 1 Wajar Tanpa Pengecualian

2 Wajar Dengan Pengecualian
3 Disclaimer
4 Adverse

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

17. Audit oleh DJBC

Audit oleh DJBC 1 Tiga kali atau lebih 2 Dua kali 3 Satu kali 4 Belum pernah

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

18. Cara Pembayaran Impor
Cara Pembayaran Impor Letter of Credit

Non LC melalui Pemindahbukuan
Non LC melalui Transfer Tunai
Non LC Lainnya

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

19. Dokumen yang Digunakan Perusahaan
Dokumen perusahaan yang biasa digunakan dalam transaksi impor

Purchase Order
Sales Contract
Invoice
Packing List
Lain-lain , sebutkan:

1.
2.
3.
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Dokumen perusahaan yang biasa digunakan dalam transaksi penjualan lokal

Order Pembelian
Kontrak Penjualan
Faktur Penjualan
Faktur Pajak
Surat Jalan
Lain-lain , sebutkan:

1.
2.
3.

Dokumen perusahaan yang biasa digunakan dalam proses produksi

Job Order/Perintah Kerja

Material Requisition Slip/Dokumen Permintaan Bahan

Laporan Produksi

Lain-lain , sebutkan:
1.
2.
3.

Dokumen perusahaan yang biasa digunakan dalam transaksi ekspor

Purchase Order

Sales Contract

Invoice

Surat Jalan

Packing List

Lain-lain , sebutkan:
1.
2.
3.

Sesuai Alasan

Tidak Sesuai

20. Struktur Organisasi Perusahaan
Struktur Organisasi Perusahaan 1 > 3 level di bawah Direktur Utama

2 3 level di bawah Direktur Utama
3 2 level di bawah Direktur Utama
4 1 level di bawah Direktur Utama
5 Lainnya

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

21. Komponen Pembukuan / Akuntansi
Komponen Pembukuan / Akuntansi yang Dimiliki Perusahaan

Jurnal Umum (General Journal)
Jurnal Pembelian
Jurnal Penjualan
Jurnal Penerimaan Kas
Jurnal Pengeluaran Kas
Buku Besar (General Ledger)
Buku Pembantu (Subsidiary Ledger) Kas dan Bank
Buku Pembantu (Subsidiary Ledger) Utang Dagang
Buku Pembantu (Subsidiary Ledger) Piutang Dagang
Buku Pembantu (Subsidiary Ledger) Persediaan
Buku Pembantu (Subsidiary Ledger) Pembelian
Buku Pembantu (Subsidiary Ledger) Penjualan
Rekonsiliasi Bank
Jurnal Penyesuaian (Adjusting Entry)
Neraca Saldo (Trial Balance)
Laporan Keuangan

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai
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22. Penjurnalan
Posting jurnal ke buku Besar (General Ledger) 

1 Secara Manual dan Periodik
2 Secara Otomatis Bersamaan dengan Penjurnalan
3 Secara Otomatis dan Periodik

Untuk penjurnalan transaksi pembelian, sebutkan perkiraan (account) yang didebit
1 Pembelian
2 Persediaan
3 Lainnya

Untuk penjurnalan transaksi penjualan, sebutkan perkiraan (account) apa saja yang dikredit
Penjualan
Persediaan
Komisi

Sistem persediaan (inventory system) yang digunakan
1 Periodic/Physical
2 Perpetual

Dasar pencatatan transaksi perusahaan (akuntasi)
1 Akrual (accrual basis)
2 Kas (cash basis)

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

23. Data Laporan Keuangan
Tanggal Laporan Keuangan (dd/mm/yyyy)

a Penjualan : Rp
b Penjualan bersih : Rp
c Pembelian : Rp
d Harga Pokok Produksi : Rp
e Harga Pokok Penjualan : Rp
f Laba / Rugi Kotor : Rp
g Laba / Rugi bersih setelah pajak : Rp
h Laba ditahan (retained earnings) : Rp
I Aktiva Lancar : Rp
j Aktiva Tetap : Rp
k Aktiva Lainnya : Rp
l Utang Jangka Pendek : Rp
m Utang Jangka Panjang : Rp

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

24. Pemeriksaan Fisik (stock opname) Terhadap Aktiva Perusahaan
Pemeriksaan fisik (stock opname) terhadap aktiva perusahaan dilakukan

1 Harian
2 Tiap minggu
3 Tiap bulan
4 Tiap tiga bulan
5 Tiap enam bulan
6 Tiap tahun
7 Lainnya

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

25. Kepemilikan dan Sumber Pembiayaan Perusahaan
Kepemilikan perusahaan 1 Terbagi atas saham

2 Tidak terbagi atas saham

Sumber pembiayaan perusahaan 1 Pinjaman
2 Setoran dari pemilik
3 Penyertaan/saham
4 Lainnya, sebutkan

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

Halaman 7 dari 9



26. Formalitas Pabean
Pemenuhan Kewajiban Kepabeanan

1 Diselesaikan sendiri

2 Dikuasakan

3 Diselesaikan sendiri dan dikuasakan
Sebutkan PPJK Utama ;

a) Nama 
b) Alamat

c) NPWP

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

27. Media Penyelesaian PIB
Media yang digunakan untuk menyelesaikan PIB

1 EDI Importir
2 EDI PPJK
3 Disket
4 Manual

Jika menggunakan modul sendiri sebutkan ID No. :

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

28. Ahli Kepabeanan
Memiliki Ahli Kepabeanan 1 Ya ; Nama

Jabatan
No Sertifikat
Tanggal Sertifikat (ddmmyyyy)

2 Tidak

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

29. Memiliki ISO
Apakah perusahaan anda telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 / 9002

( ddmmyyyy )
1 Tidak 2 Ya ; No. / Sertifikat /

; Sebutkan lembaga penerbitnya

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

30. Fasilitas Kepabeanan
Apakah perusahaan mendapatkan fasilitas kepabeanan
1 Tidak 2 Ya ; sebutkan

BKPM
Bintek Keuangan
Barang Perminyakan
Pembayaran Berkala
Kawasan Berikat / Gudang Berikat
Lain-lain, sebutkan

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai
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31. Komoditi Utama Impor
Komoditi impor yang utama : (Sebutkan Uraian barang singkat dan enam digit nomor HS )

HS Enam Digit

a

b

c

d

e

Sesuai Alasan
Tidak Sesuai

……………(1)…………….., ………(2)……..

Disusun oleh:
Pemeriksa 1 Pemeriksa 2

………………(3)………………… ………………(3)…………………
NIP .………...(4)………………… NIP .………...(4)…………………

Direview oleh: Disetujui oleh:
Kepala Seksi Perencanaan Audit Kepala Bidang Audit

………………(5)………………… ………………(7)…………………
NIP .………...(6)………………… NIP .………...(8)…………………

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

URAIAN BARANG
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Lampiran XIV 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : 34/BC/2007 
Tanggal : 27 Nopember 2007 

 

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN (LHPL) 
 

I.   Dasar :  Surat Tugas .…(1)…..Nomor ……(2)…… tanggal ……(3)…… 

II.  Tugas :  Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap:  

Nama Perusahaan : ………(4)……………. 
NPWP : ………(5)……………. 
Alamat Kantor : ………(6)……………. 

III. Waktu : ……(7)…….. 

IV. Pelaksanaan Tugas 

   Pemeriksaan lapangan telah dilaksanakan sesuai dengan Program Pemeriksaan Lapangan 
dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Lembar Pemeriksaan Lapangan dan dilengkapi dengan: 

1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan; 

2. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan; 

3. Foto bangunan dan aktifitas Kantor/Gedung/Pabrik; 

4. ……(8)…… 

 
 
 
     …………(9)………, ……(10).….. 

Disusun oleh:  

Pemeriksa 1 
 
 
 
 

....................(11).................. 
NIP ………..(12)………….. 

 

Pemeriksa 2 
 
 
 
 

....................(11).................. 
NIP ………..(12)………….. 
 

 

Direview oleh: Disetujui oleh: 

Kepala Seksi ……(13)…… 
 
 
 
 

....................(15).................. 
NIP ………..(16)………….. 

 

Kepala.….(14)……. 
 
 
 
 

....................(17).................. 
NIP ………..(18)………….. 

 
 
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
 
  ttd,- 
 
 
 
ANWAR SUPRIJADI 
NIP 120050332 



Lampiran  
Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

…………(1)………….. 
 Telepon :  
………(2)………….. Faximile :  
 Website :  www.beacukai.go.id 

 
 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN 

BA-…(3)…/ST-…(4).../PEMLAP/…(5)…. 
 

Pada hari ini, .....(6)........ tanggal ....(7)..... bulan ....(8).... tahun ...(9)...., kami yang bertanda 
tangan di bawah ini : 
 

No Nama NIP Pangkat / Golongan 

1. ……(10)…….. ……(11)….. ……(12)…….. 

2. ……(10)…….. ……(11)….. ……(12)…….. 
 
 Berdasarkan Surat Tugas …(13)....Nomor : ST-….(14).... tanggal …(15)…, kami telah 
melaksanakan pemeriksaan lapangan pada: 

Nama Perusahaan : ………(16)……………. 
NPWP : ………(17)……………. 
Alamat Kantor : ………(18)……………. 

 dengan disaksikan oleh pihak perusahaan : 

1. Nama :   ………(19)…………….  
 Jabatan :   ………(20)…………….  

2. Nama :   ………(19)……………. 
 Jabatan :   ………(20)……………. 

Hasil pemeriksaan lapangan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. 

Berita Acara ini ditandatangani bersama-sama oleh Tim Pemeriksa Lapangan dan Pihak 
Perusahaan dan disetujui dengan membubuhkan tanda tangannya. 

 
Pihak Perusahaan: Tim Pemeriksa Lapangan: 

 
 
 
 

1. ………(19)……………. 1. …………(10)………….. 
………(20)…………….    NIP ……(11)………….. 

 
 
 
 

2. ………(19)……………. 2. …………(10)………….. 
………(20)…………….    NIP ……(11)………….. 

 
 
 
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
 
  ttd,- 
 
 
 
ANWAR SUPRIJADI 
NIP 120050332 

 



 
 
Lampiran  
Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan 
 

 
KOP SURAT PERUSAHAAN 

 
 

SURAT PERNYATAAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN 
 

Bersama ini, saya yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama : ………(1)………….. 

Jabatan : ………(2)………….. 

Nomor Kartu Identitas : ………(3)………….. 

Tempat Tanggal Lahir : ………(4)………….. 

Alamat : ………(5)………….. 
 
Menyatakan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa benar saya adalah Direktur ……(6)……. sebagaimana tercantum dalam Fomulir Isian 
Registrasi yang telah diajukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

2. Bahwa seluruh data yang diberitahukan pada Formulir Isian Registrasi adalah telah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan: 

a.  Akte Pendirian Perusahaan nomor : ………(7)...…….    tanggal ………(8)……… 

b.  Surat Izin Usaha Perdagangan nomor : ………(7)...…….    tanggal ………(8)……… 

c.  Angka Pengenal Importir  nomor : ………(7)...…….    tanggal ………(8)……… 

 d. …………(9)……………..          nomor : …….…(7)...…….     tanggal ………(8)……… 

3. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan kepabeanan saya akan tunduk 
dan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun  1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2006 beserta peraturan pelaksanaannya; 

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya bertanggungjawab dan bersedia dituntut dari semua 
akibat hukum atas kegiatan perusahaan yang melanggar ketentuan kepabeanan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun  1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
 
Demikian Surat Pernyataan ini saya tanda tangani dengan sebenar-benarnya. 
 
Yang memberi pernyataan, 
 
 
Materai Rp 6000 
 
Nama : ………(10)………… 
Jabatan : ………(11)………… 
 
 
 
 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
 
  ttd,- 
 
 
 
ANWAR SUPRIJADI 
NIP 120050332 



Lampiran XV 
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : 34/BC/2007 
Tanggal  : 27 Nopember 2007 

 
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 
……(1)…… 

 
 Telepon :  
 Faksimili :  
…(2)… Website : www.beacukai.go.id 
  

SURAT PENGANTAR HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN 
Nomor: SPHPL- …(3)…/…(4)…/…(5)… 

 
 

Kepada Yth. Kepala Subdirektorat Perencanaan Audit      ..…(6)…… 
Direktorat Audit DJBC     
di tempat 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir 

dan Surat Permintaan Pemeriksaan Lapangan Nomor ……(7)…… tanggal …...(8)……, dengan ini kami 

sampaikan laporan hasil pemeriksaan lapangan berupa data sebagai berikut: 

No 
Nama Perusahaan/ 

NPWP 
Jumlah Keterangan 

…(9)… ……(10)……. ……(11)…… Disampaikan dengan hormat kepada 

Saudara untuk diproses lebih lanjut. 

 

 

Kepala Bidang Audit 

 
 
 
…………(12)……  
NIP. ……(13)…… 

 
 
 
 
 

Tembusan: 
……(14)…… 

 
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
 

ttd,- 
 
ANWAR SUPRIJADI 
NIP 120050332 

 



Lampiran XVI 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : 34/BC/2007 
Tanggal : 27 Nopember 2007 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

DIREKTORAT AUDIT 
Jl. Jend. A.Yani Telepon : 4890308 
Jakarta-13230 Faximile : 4753411 
Kotak Pos 108 Jakarta-10002 Website :  www.beacukai.go.id 

 

NOTA PERUBAHAN DATA (NPD-01) 
Nomor: …(1)… /BC.614/…(2)... 

 
Kepada  : Kasubdit Perencanaan Audit                   ……(3)……. 
Dari  : Kasi Registrasi Kepabeanan   
Hal  : Perubahan Data 
       

Dasar Perubahan Data: 

…..(4)….. 
Nama Perusahaan : …..(5)….. 
Alamat    : …..(6)….. 
NPWP   : …..(7)….. 
NIK   : …..(8)….. 

telah mengajukan permohonan perubahan data sebagai berikut: 

 Data Lama Baru 
…………(9)………… …………(10)………… …………(11)………… 

Hasil analisis: 
……………...(12)……… 

Dokumen yang dilampirkan: 
1. ………….(13)……… 
2. …………..dst………. 

Pendapat: 

Berdasarkan permohonan dan hasil analisis, maka: 
 
Perlu dilakukan updating 

Tidak dapat dilakukan updating, karena …..(14)….. 

Dapat dilakukan updating dengan syarat …..(15)…. 
 

 Kasi Registrasi Kepabeanan  

  

 ....................(16)................... 
 NIP .............(17)................... 

 
Pendapat Kasubdit Perencanaan Audit 

 
….(18)…. 

 
....................(19)................... 

   NIP .............(20)................... 
 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
 
  ttd,- 
 
 
 
ANWAR SUPRIJADI 
NIP 120050332 

 



Lampiran XVIII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : 34/BC/2007 
Tanggal : 27 Nopember 2007 
 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

DIREKTORAT AUDIT 
 

Jl. Jend. A.Yani Telepon : 4890308 
Jakarta-13230 Faksiimil : 4753411 
Kotak Pos 108 Jakarta-10002 Website :  www.beacukai.go.id 

 
  

SURAT PERMINTAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN  
PERUBAHAN DATA  

Nomor: SPPLPD- …(1)… /…(2)…/…(3).... 
 

Kepada  Yth. Kepala Kanwil / KPU *)       ..…(4)..... 
.....(5)..... 
di tempat 
     
 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir 
dan surat ……(6)…… nomor …..(7)…..tanggal …..(8)….., tentang ……(9)……, dengan ini 
disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Telah terjadi perubahan data perusahaan sebagai berikut: 

Data Lama Baru 

.………(10)………. .………(11)………. .………(12)………. 

2. Berdasarkan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk melakukan pemeriksaan lapangan 
secara menyeluruh, dengan acuan data formulir isian terlampir.  

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

  
 
       

 
  Direktur Audit 

 
 
 
       
                                                                           ..............(13).................. 
                                                                         NIP .......(14).................. 

 
 
 
 
 
 
 
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
 
  ttd,- 
 
 
ANWAR SUPRIJADI 
NIP 120050332I 

 



LAMPIRAN XIX
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor    : 34/BC/2007
Tanggal  : 27 Nopember 2007

..…..(2)……...

I DATA PERUSAHAAN

A. DATA UMUM PERUSAHAAN .....…(6)…..… .....…(7)…..… .....…(8)…..…
1 NAMA PERUSAHAAN
2 NPWP
3 a KANTOR

NO TELP
NO FAX
KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
PROPINSI
KODE POS
ALAMAT EMAIL

3 b PABRIK/ GUDANG
ALAMAT
NO TELP
NO FAX
KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
PROPINSI
KODE POS
NPWP

4 STATUS PENGUASAAN TEMPAT USAHA
a - KANTOR
b - PABRIK/GUDANG

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KeteranganNo Baru

LEMBAR PEMERIKSAAN LAPANGAN PERUBAHAN DATA

Lama

...…(1)…...

Nomor: LPLPD-…(3)…/…(4)…/…(5)…

Data

Telepon :
Faksimili :
Website : www.beacukai.go.id

5 BENTUK BADAN USAHA
a NO AKTE / TAHUN PENDIRIAN

NAMA NOTARIS / KOTA
NOMOR / TANGGAL SK MENKEH/DOK PENGESAHAN



KeteranganNo BaruLamaData

b NO AKTE / TAHUN PERUBAHAN TERAKHIR
NAMA NOTARIS / KOTA
NOMOR / TANGGAL SK MENKEH/DOK PENGESAHAN

6 STATUS INVESTASI

7 JENIS IMPORTIR

8 NOMOR/TANGGAL DOK PERIJINAN
a SIUP/IUT/TDP
b API
c NPIK

9 KEDUDUKAN PERUSAHAAN

B. DATA IDENTITAS PENGURUS DAN PENANGGUNG JAWAB 
1 PIMPINAN / PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

a JABATAN
NAMA
ALAMAT
NPWP
KEWARGANEGARAAN
KODE POS

b JABATAN
NAMA
ALAMAT
NPWP
KEWARGANEGARAAN
KODE POS

c JABATAN
NAMA
ALAMAT
NPWP
KEWARGANEGARAAN
KODE POS

d JABATAN
NAMA
ALAMAT
NPWP
KEWARGANEGARAAN
KODE POS

e JABATAN
NAMA
ALAMAT
NPWP
KEWARGANEGARAAN
KODE POS



KeteranganNo BaruLamaData

2 KOMISARIS / PEMILIK / SEKUTU PERUSAHAAN
a JABATAN

NAMA
ALAMAT
NPWP
KEWARGANEGARAAN
KODE POS

b JABATAN
NAMA
ALAMAT
NPWP
KEWARGANEGARAAN
KODE POS

c JABATAN
NAMA
ALAMAT
NPWP
KEWARGANEGARAAN
KODE POS

d JABATAN
NAMA
ALAMAT
NPWP
KEWARGANEGARAAN
KODE POS

3 PENANDATANGANAN PIB (BERDASARKAN API/APIT)
a NAMA

JABATAN
ALAMAT
KODE POS

b NAMA
JABATAN
ALAMAT
KODE POS

c NAMA
JABATAN
ALAMAT
KODE POSKODE POS

C. DATA PERBANKAN DAN PERPAJAKAN
1 POSISI KEUANGAN PERUSAHAAN

a MODAL DISETOR
b AKTIVA
c HUTANG
d MODAL



KeteranganNo BaruLamaData

2 REKENING BANK ATAS NAMA PERUSAHAAN
a NAMA BANK

NO. REKENING
JENIS REKENING
VALUTA

b NAMA BANK
NO. REKENING
JENIS REKENING
VALUTA

c NAMA BANK
NO. REKENING
JENIS REKENING
VALUTA

3 STATUS WAJIB PAJAK
PENGUKUHAN PKP / TANGGAL

4 AUDIT OLEH DJP

D. DATA PEMBUKUAN
1 SISTEM AKUNTANSI

2 APLIKASI SISTEM AKUNTANSI

3 BAGAN REKENING

4 PERIODE LAPORAN AKUNTANSI

5 JENIS / KOMPONEN LAP. KEUANGAN :
LAPORAN RUGI / LABA
LAPORAN PERUBAHAN MODAL
NERACA
LAPORAN ARUS KAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

6 MEMILIKI AUDIT INTERNAL

7 KEPALA BAGIAN AKUNTANSI
NOMOR / TAHUN REG. AKUNTAN

8 AUDIT AKUNTAN PUBILK
NAMA KAP
OPINI SATU TAHUN TERAKHIROPINI SATU TAHUN TERAKHIR
OPINI DUA TAHUN TERAKHIR

9 AUDIT DJBC



KeteranganNo BaruLamaData

10 DOKUMEN TRANSAKSI IMPOR
PURCHASE ORDER
SALES CONTRACT
INVOICE
PACKING LIST

11 CARA PEMBAYARAN IMPOR
LETTER OF CREDIT
NON LC MELALUI PEMINDAHBUKUAN
NON LC MELALUI TRANSFER TUNAI
NON LC LAINNYA

12 DOKUMEN PENJUALAN LOKAL
ORDER PEMBELIAN
KONTRAK PENJUALAN
FAKTUR PENJUALAN
FAKTUR PAJAK
SURAT JALAN

13 DOKUMEN PROSES PRODUKSI
JOB ORDER/PERINTAH KERJA
MATERIAL REQUISITION
LAPORAN PRODUKSI

14 DOKUMEN TRANSAKSI EKSPOR
PURCHASE ORDER
SALES CONTRACT
INVOICE
SURAT JALAN
PACKING LIST

15 STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAAN

16 KOMPONEN PEMBUKUAN
JURNAL UMUM / GENERAL JOURNAL
JURNAL PEMBELIAN
JURNAL PENJUALAN
JURNAL PENERIMAAN KAS
JURNAL PENGELUARAN KAS
BUKU BESAR / GENERAL LEDGER
BUKU PEMBANTU KAS DAN BANK
BUKU PEMBANTU UTANG DAGANG
BUKU PEMBANTU PIUTANG DAGANG
BUKU PEMBANTU PERSEDIAAN
BUKU PEMBANTU PEMBELIANBUKU PEMBANTU PEMBELIAN
BUKU PEMBANTU PENJUALAN
REKONSILIASI BANK
JURNAL PENYESUAIAN
NERACA SALDO (TRIAL BALANCE)
LAPORAN KEUANGAN



KeteranganNo BaruLamaData

17 POSTING JURNAL KE BUKU BESAR

18 ACCOUNT YG DIDEBIT U/ PEMBELIAN

19 ACCOUNT YG DIKREDIT U/ PENJUALAN
PENJUALAN
PERSEDIAAN
KOMISI

20 SISTEM PERSEDIAAN

21 DASAR PENCATATAN TRANSAKSI

22 LAMA PENGARSIPAN

23 PEMERIKSAAN FISIK

24 KEPEMILIKAN PERUSAHAAN

25 SUMBER PEMBIAYAAN
PINJAMAN
SETORAN DARI PEMILIK
PENYERTAAN / SAHAM

26 PERIODE  LAPORAN KEUANGAN
PENJUALAN
PENJUALAN BERSIH
PEMBELIAN
HARGA POKOK PRODUKSI
HARGA POKOK PENJUALAN
LABA / RUGI KOTOR
LABA / RUGI SETELAH PAJAK
LABA DITAHAN
AKTIVA LANCAR
AKTIVA TETAP
AKTIVA LAINNYA
UTANG JANGKA PENDEK
UTANG JANGKA PANJANG

E. DATA LAINNYA
1 PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPABEANAN

a NAMA PPJK
b ALAMAT PPJK
c NPWP PPJK

2 MEDIA UNTUK MENYELESAIKAN PIB
NO ID

3 MEMILIKI AHLI KEPABEANAN
NAMA AHLI KEPABEANAN
JABATAN AHLI KEPABEANAN
NOMOR / TGL SERTIFIKAT KEPABEANAN



KeteranganNo BaruLamaData

4 MENDAPATKAN SERTIFIKAT ISO
NOMOR / TGL SERTIFIKAT ISO
LEMBAGA PENERBIT ISO

5 FASILITAS YANG DITERIMA PERUSAHAAN
BKPM
BARANG PERMINYAKAN
KAWASAN BERIKAT
BINTEK KEUANGAN
PEMBAYARAN BERKALA
FASILITAS LAINNYA

6 KOMODITI IMPOR UTAMA
NOMOR HS/NAMA BARANG
NOMOR HS/NAMA BARANG
NOMOR HS/NAMA BARANG
NOMOR HS/NAMA BARANG
NOMOR HS/NAMA BARANG

II. PENDAPAT

  Perlu dilakukan Updating

 Tidak dapat dilakukan updating, karena …(9)…

 Dapat dilakukan updating dengan syarat …(10)…

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

        ttd,-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050322

Pemeriksa II

...........(11).............
NIP.....(12).............

Pemeriksa I

...........(11).............
NIP.....(12).............

Kepala Seksi Perencanaan Audit Impor/ 
Kepala Seksi Perencanaan Audit *)

...........(13).............
NIP.....(14).............

Kepala Subdirektorat Perencanaan Audit/ 
Kepala Bidang Audit*)

...........(15).............
NIP.....(16).............



Lampiran XX 
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : 34/BC/2007 
Tanggal  : 27 Nopember 2007 

 
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 
…(1)… 

 
 Telepon :  
 Faksimili :  

…(2)… Website : www.beacukai.go.id 
 

  
SURAT PENGANTAR HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN 

PERUBAHAN DATA 
Nomor: SPHPLPD- …(3)…/…(4)…/…(5)… 

 
 

Kepada Yth. Direktur Audit         …(6)… 
Direktorat Audit DJBC     
di tempat 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir 

dan Surat Permintaan Pemeriksaan Lapangan Perubahan Data Nomor ……(7)…… tanggal …...(8)……, 

dengan ini kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan lapangan sebagai berikut: 

No 
Nama Perusahaan/ 

NPWP 
Jumlah Keterangan 

…(9)… ……(10)……. ……(11)…… Disampaikan dengan hormat kepada 

Saudara untuk diproses lebih lanjut. 

 

 

Kepala Kantor Wilayah/KPU *) 

 
 
 

…………(12)……  
NIP. ……(13)…… 

 
 
 
 
 

 
 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
 
 ttd,- 
 
 
ANWAR SUPRIJADI 
NIP 120050332 

 

 



Lampiran XXI 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : 34/BC/2007 
Tanggal : 27 Nopember 2007 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

DIREKTORAT AUDIT 
Jl. Jend. A.Yani Telepon : 4890308  
Jakarta-13230 Faksimili : 4753411 
Kotak Pos 108 Jakarta-10002 Website :  www.beacukai.go.id 

 
  

NOTA PERUBAHAN DATA (NPD-02) 
Nomor: …(1)… /BC.614/…(2)... 

 
Kepada  : Kasubdit Perencanaan Audit                   ……(3)……. 
Dari  : Kasi Registrasi Kepabeanan   
Hal  : Perubahan Data atas Hasil Pemeriksaan Lapangan  
       

Dasar Perubahan Data: 

…..(4)….. 
Nama Perusahaan : …..(5)….. 
Alamat    : …..(6)….. 
NPWP   : …..(7)….. 
NIK   : …..(8)….. 

telah mengajukan permohonan perubahan data sebagai berikut: 

 Data Lama Baru 
…………(9)………… …………(10)………… …………(11)………… 

dan telah dilakukan pemeriksaan lapangan menyeluruh oleh ….(12)…. sesuai dengan LHPL Kantor Wilayah/KPU 
*) Nomor: …(13)… tanggal ….(14)…. sebagaimana terlampir. 

Pendapat: 

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, maka: 
 
Perlu dilakukan updating 

Tidak dapat dilakukan updating, karena …..(15)….. 

Dapat dilakukan updating dengan syarat …..(16)…. 
 

 Kasi Registrasi Kepabeanan  

  

 ....................(17)................... 
 NIP .............(18)................... 

 
Pendapat Kasubdit Perencanaan Audit 

 
…(19)…. 

 
....................(20)................... 

   NIP .............(21)................... 
 

 
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
 
 ttd,- 
 
 
ANWAR SUPRIJADI 
NIP 120050332 

 



Lampiran XXII 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : 34/BC/2007 
Tanggal: 27 Nopember 2007 

 
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 
DIREKTORAT AUDIT 

Jl. Jend. A.Yani Telepon : 4890308  
Jakarta-13230 Faksimili : 4753411 
Kotak Pos 108 Jakarta-10002 Website :  www.beacukai.go.id 

 
  

 
BERITA ACARA SERAH TERIMA  

HASIL PERUBAHAN DATA (BAPD) 
Nomor: BA- …(1)… /BAPD/…(2)... 

 

Pada hari ini, …(3)… tanggal ...(4)… bulan …(5)… tahun …(6)…, telah diserahkan data 

perusahaan yang telah dilakukan perubahan data registrasi kepada Direktorat Penindakan dan 

Penyidikan sebagaimana terlampir. 

Demikian Berita Acara ini dibuat. 

 

 

Yang Menerima Yang Menyerahkan 

 

 
 
………(7)…….. ……….(9)………… 
NIP ….(8)…….. NIP ….(10)………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
 
  ttd,- 
 
 
 
ANWAR SUPRIJADI 
NIP 120050332 

 



Lampiran 
Berita Acara Serah Terima Hasil Perubahan Data 

 

HASIL PERUBAHAN DATA 

 

NO. 
URUT 

NO. 
AGD. NPWP NO. API/APIT NAMA PERUSAHAAN ALAMAT PERUSAHAAN KODE 

POS NO. TELP. NO. FAX. JENIS 
IMPORTIR NILAI 

 
..(1).. 

 
…(2)… …(3)… …(4)… …(5)… …(6)… …(7)… …(8)… …(9)… …(10)… …(11)… 

 

 

 

 

 

 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

 ttd,- 

ANWAR SUPRIJADI 
NIP 120050332 




